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ABSTRACT

EVALUATION OF DISTRIBUTION POLICY
AND MANAGEMENT OF SCHOOL OPERATIONAL HELP A[D INTHE
NUNUKAN ISLAND
KABUPATEN NUNUKAN

tbrahim
ibrahim.pps3@gmail.com

Universitas Terbuka

The purpose of this research is to know and describe the Policy of Distribution and.-
Management of School Operational Assistance Fund, to know and analyze the
evaluation of the policy of Disbursement and Management Policy of School
Opportunity Fund (BOS) i Nunukan Island Region of Nunukan Regency by viewing
or measuring its evaluation using evaluation criteria such as effectiveness , efficiency,
adequacy, leveling, responsiveness and accuracy, as well as to analyze the supporting
and inhibiting factors in the distribution and management of School Oprasional
Assistance(BOS)Fund in the Nunukan Island area of Nunukan Regency. This research
uses descriptive method with qualitative approach. Data and information obtained
through observation fechniques, documentation and in-depth interviews with key
informants and supporting informants.. Determination of informants using purposive
techniques with the object research of SD Negeri 1 Nunukan Selatan and SMP Negeri
1 Nunukan Data analysis through data reduction stages, presentation of data, and
drawing conclusions / verification. The results show that School Oprasional
Assistance(BOS) is a public policy that effectively meets the needs of the community
related to the cost of education issues, while viewed from the implementation aspect,
the stages of activity as set forth in the Journal of School Opportunity Technical
Assistance (JUKNIS BOS) have been well implemented. Furthermore, the policy
evaluation of the research results shows that the evaluation criteria consisting of
effectiveness, efficiency, leveling, responsiveness and accuracy have been achieved
well in accordance with the objectives set out in the Journal of Technical Directives
(JUKNIS), but for the criteria of adequacy, the amount of School Oprasional
Assistance (BOS) aid has not been able to meet the operational needs of the school so
that the need to increase the budget. Furthermore, in relation to the supporting and
inhibiting factors of the implementation of School Oprasional Assistance(BOS), the
results of the research indicate that the supporting factors are: implementing
commitment, stakeholder cooperation, and the substance of the School Oprasional
Assistance(BOS) that is in the interest of the community, while the inhibiting factors
are: competent human resources in the fleld of financial administration and
information technology, lack of school support facilities (computers, internet and
information dissemination media), and the lack of parents participation.

Keywords: Evaluation, School Operational Assistance Offensive (BOS),
Distribution, Nunukan District
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ABSTRAK

EVALUASI KEBIJAKAN PENYALURAN
DAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
DIWILAYAH PULAU NUNUKAN
KABUPATEN NUNUKAN

Ibrahim
ibrahim.pps3@gmail.com

Universitas Terbuka

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan mendeskripsikan Kebijakan Penyaluran
dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah, untuk mengetahui dan
menganalisis evaluasi kebijakan Kebijakan Penyaluran dan Pengelolaan Dana BOS di
Wilayah Pulau Nunukan Kabupaten Nunukandengan melihat atau mengukur
evaluasinya menggunakan kriteria evaluasi seperti efektifitas, efisiensi, kecukupan,
perataan, responsivitas dan ketepatan, serta untuk menganalisis faktor-faktor
pendukung dan penghambat dalam penyaluran dan pengelolaan dana BOS di wilayah
pulau Nunukan Kabupaten Nunukan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif
dengan pendekatan kualitatif. Data dan informasi diperoleh melatui teknik observasi,
dokumentasi dan wawancara mendalam dengan informan kunci dan informan
pendukung.Penentuan informan menggunakan teknik purposive dengan obyek
penelitian SD Negert 1 Nunukan Selatan dan SMP Negeri 1 Nunukan.Analisis data
melalut tahapan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan /
verifikasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa BOS merupakan sebuah kebijakan
publik yang efektif memenuhi kebutuhan masyarakat terkait dengan permasalahan
biaya pendidikan, sementara dilihat dari aspek implementasi, tahapan kegiatan
sebagaiamana tertuang dalan JUKNIS BOS sudah dilaksanakan dengan baik.
Selanjutnya dari evaluasi kebijakan hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria
evaluasi yang terdiri dari efektifitas, efisiensi, perataan, responsivitas dan ketepatan
sudah tercapai dengan baik sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam JUKNIS,
namun untuk kriteria kecukupan, besaran dana BOS yang dialokasikan belum mampu
memenuhi kebutuhan operasional sekolah sehingga perlu penambahan besaran
anggaran. Selanjutnya terkait dengan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan
BOS dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukungnya : komitmen
pelaksana, kerjasama stakeholder, dan substansi kebijakan BOS yang berpihak kepada
kepentingan masyarakat, sementara faktor penghambatnya : Terbatasnya sumberdaya
manusia yang kompeten dibidang administrasi keuangan dan informasi teknologi,
kurangnya fasilitas penunjang sekolah (komputer, internet dan media penyebaran
informasi), serta minimnya partisipasi orang tua peserta didik.

Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan BOS , Penyaluran , Kabupaten Nunukan
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1.

Profil Pendidikan di Nunukan

Berdasarkan asas desentralisasi dan otomi daerah, maka Pemda
Nunukan melaksanakan beberapa urusan pemerintahan, salah satu
diantaranya adalah urusan pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).Disdikbud merupakan salah
satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di bawah struktur
Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Nunukan 5 tahun 2016 tentang tentang Organisasi Perangkat
Daerah dan Peraturan Bupati Nunukan No 25 Tahun 2016 tentang
Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikann dan
Kebudayaan Kabupaten Nunukan.

Disdikbud merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten
yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas
membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang
Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu kewenangan Disdikbud yaitu
pembinaan penyelenggaran pendidikan usia dini, Taman Kanak-Kanak
dan Pendidikan Dasar (SD dan SMP).

Saat ini kabupaten Nunukan memiliki 19 Kecamatan yang

tersebar dalam 3 pulau yakni pulau besar Kalimantan, pulau nunukan dan

¢ 47
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pulau Sebatik, 2 kecamatan diantaranya terletak di Pulau Nunukan, yakni
Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan.

Jumlah satuan pendidikan tingkat di Kabupaten Nunukan jenjang
Sekolah Dasar (SD) sebanyak 132Sekolah dan Sekeloah Menengah Atas
sehanyak 45 Sekolah. Adapun jumlah satuan pendidikan Khususnya
tingkat SD dan SMP di Pulau Nunukap (Kecamatan Nunukan dan
Nunukan Selatan) sebagaimana tabel 2 di Bawah ini : |

Tabel 4.1. Jumlah SD dan SMP di Pulau Nunukan
Kabupaten Nunukan Tahun 2017

Jumlah Satuan Pendidikan
No. Kecamatan SD/MI SMP/MIS
1. | Nunukan 17 7
2. | Nunukan Selatan 7 5
Jumlah 24 12

Sumber : Dindiknas Kab. Nunukan Tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.1, menunjukan bahwa satuan pendidikan di
wilayah Pulau Nunukan sebanyak 24 SD/ MI dan 12 SMP/ MTS. Dari
jumlah satuan pendidikan di Pulau Nunukan secara keseluruhan
Negeri 1 Nunukan Selatan yang beralamat di J1. Waniwisata Kelurahan
Selisun Kecamatan Nunukan Selatan dengan jumlah murid 414 orang,
dan SMP Negeri 1 Nunukan yang berallamat di Jl. Iskandar Muda
Keluraban Nunukan Barat Kecamatan Nunukan dengan jumlah murid

770 orang.
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2. Deskripsi BOS

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk
penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan
pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut PP
48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, biaya non personalia
adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
biaya tak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan
sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak

asuransi, dll.

a. Tujuan BOS
Untuk memperoleh gambaran yang lebih konprehensif terkait
Tujuan kebijakan BOS maka dilakukan penelazhan terhadap
kebijakan BOS yang berupa Petunjuk Teknis BOS tahun 2017 dengan
hasil sebagai berikut :
1) BOS Daerah (BOSDA)

Bos Daerah secara umum bertujuan untuk meringankan
beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka
wajib belajar 9 (Sembilan) tahun, serta berperan dalam
mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) pada
sekolah-sekolah yang belum memenuhi Stndar Nasional
Pendidikan (SNP).

Secara khusus Program BOSDA bertujuan untuk :

a) Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD Negeri

dan SMP Negeri terhadap biaya operasional sekolah
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b) Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik miskin
dalam bentuk apapun, baik sekolah negeri maupun swasta
c) Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi peserta

didik di sekolah swasta

BOS Pusat (BOS)

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan
beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan.Keberhasilan
program BOS sangat dipengaruhi oleh faktor penyaluran dan
pengelolaan dana dengan segala sumberdaya yang ada dalam
program BOS. Penyaluran dan pengelolaan dana BOS yang baik
akan mampu membantu ketercapaian tujuan dari program BOS
yang efektif dan efisien. Penyaluran dan pengelolaan dana BOS
yang baik merupakan suatu keberhasilan sekolah dalam
mengelola dana BOS, melalui suatu proses kerjasama yang
sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan
evaluasi (Fitri, 2014).

Adapun tujuan Kebijakan BOS berdasarkan Permendikbud
Nomor 8 Tahun 2017, adalah :

a) Membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi
pesertadidik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan
olehPemerintah Pusat atau pemerintah daerah;

b) Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik
SD/SDLB/SMP/SMPLB  yang  diselenggarakan  oleh

masyarakat; dan/atau
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¢) Membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua / walinya
tidak mampu pada SD/SDLB/SMP/SMPLB  vyang

diselenggarakan oleh masyarakat.

b. Fungsi dan Tugas Manajemen BOS

1.

Tim Bos Kabupaten

Tim Bos Kabuapaten Terdiri dari :

a) Pengarah : Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah

b) Penanggung Jawab : Kepala Dinés Pendidikan dan
Kebudayaan.

¢) Manager : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

d) Sekretaris : Jamaludim

e) Anggota : Para Kepala Bidang, Seksi dan Staf yang
membidangi

Adapun tugas dan tanggung jawab Tim BOS Kabupaten
meliputi: Melatih, membimbing imput data pokok pendidikan,

monitoring, verifikasi dan validasi kelengkapan data.

Tim Bos Sekolah
Tim BOS Sekolah terdiri dari
a) Penanggung Jawab : Kepala Sekolah
b) Anggota:
* Bendahara : Bendahara Sekolah
* ] (satu) orang dari unsur orang tua peserta didik di

luarKomite Sekolah yang dipilih oleh kepala sekolah
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Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitasnya,
serta menghindari terjadinya konflik kepentingan;
* Penanggung jawab pendataan.

Adapun tugas dan tanggung jawab Tim BOS Sekolah
meliputi: Mengisi, mengirim dan meng-update data pokok
pendidikan, verifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima
dengandata peserta didik, menyelenggarakan pembukuan secara
lengkap, mematuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan_
penggunaan, menyusun dan menyampaikan laporan secara
lengkap, bertanggung jawab secara formal dan material atas
penggunaan BOS yang diterima, menandatangani surat
pernyataan tanggung jawab, memberikan pelayanan dan
penanganan pengaduan masyarakat, serta memasang spanduk di
sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan setiap hari di

serambi Sekolah.

c. Cakupan Pengelolaan BOS
Program BOS juga memiliki tujuan khusus yaitu
membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD Negeri dan SMP
Negeri terhadap biaya operasi sekolah, sehingga membebaskan
pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk
apapun, dan meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di

sekolah swasta.
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Sasaran program BOS meliputi semua satuan pendidikan SD
Negeri dan SMP Negeriyang diselenggarakan oleh pemerintah atau
masyarakat di wilayah pulau Nunukan Kabupaten Nunukan yang
sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan
Menengah. Organisasi pelaksana BOS meliputi Tim Manajemen
Kabu‘paten, dan Tim Manajemen Sekolah. Mekanisme selanjutnya |
menentukan jumlah alokasi dana, dimana pihak sekolah harus
mengirimkan data jumlah siswa biasanya setelah Penerimaan Siswa
Baru (PSB) dan menyerahkan Rencana Kegiatan dan Anggaran

Sekolah (RKAS) ke Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota.

. Dasar Hukum BOS

Dasar Hukum BOS adalah sebagai berikut :
Landasan hukum dalam pelaksanaan program BOS adalah

sebagai berikut :

a) Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea IV, Salah satu
tujuan kemerdekaan adalah :
“Memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” ;

b) Pasal 28 B dan 28 C Undang-Undang Dasar 1945 hasil
amandemen ;

¢) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional ;
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d) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan
Pendidikan ;

e) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan ;

f) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa ;

g) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.

h) Khusus untuk pelaksanakan BOS di Kabupaten Nunukan, berupa
Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 188.45/120/ I/ 2017 tentang
Pembentukan Tim BOS Kabupaten Jenjang SD dan SMP Tahun

Anggaran 2017.

. Mekanisme Penyaluran dan Pengelolaan BOS

Prosedur pertama diawali dengan penunjukkan kepada
organisasi pelaksana, mulai dari tingkat teratas sampai tingkat
terbawah. Organisasi pelaksana BOS meliputi Tim Manajemen
Kabupaten dan Tim Manajemen Sekolah. Mekanisme selanjutnya
menentukan jumlah alokasi dana, dimana pihak sekolah harus
mengirimkan data jumlah siswa, biasanya setelah penerimaan siswa
baru dan menyerahkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah
(RKAS) kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten.

Dalam proses pembuatannya harus detail dan terperinci, oleh
karena itu dalam proses pembuatannya melibatkan seluruh pihak

sekolah mulai dari Kepala Sekolah, Bendahara, Dewan Guru, dan
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Komite Sekolah. Seluruh data dikirimkan kepada Tim Manajemen

BOS Kabupaten untuk dibuatkan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)

dan selanjutnya dibuatkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Adapun mekanisme penyaluran dan pengelolaan BOS sebagai

berikut :

I. Tahap Penetapan Alokasi

Pada Kegiatan penetapan alokasi BOS tahapan kegiatannya

adalah sebagai berikut :

a)

b)

d)

Sekolah menggandakan (fotocopy) formulir data pokok
pendidikan (BOS- 01A, BOS-01B dan BOS-01C) sesuai
dengan kebutuhan. Biaya fotocopy formulir dapat dibebankan
dari dana BOS;

Sekolah melakukan sosialisasi ke seluruh peserta didik,
pendidik dan tenaga kependidikan tentang cara pengisian
formulir pendataan;

Sekolah membagi formulir kepada individu yang
bersangkutan untuk diisi secara manual dan mengumpulkan
formulir yang telah diisi;

Sekolah memverifikasi kelengkapan dan kebenaran/kewajaran
data individu peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
Kepala sekolah menunjuk tenaga operator pendataan dengan
menerbitkan surat tugas sebagai penanggung jawab di tingkat

sekolah;
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Tenaga operator sekolah memasukkan data ke dalam aplikasi
pendataaan yang telah disiapkan oleh Kemdikbud kemudian
mengirim ke server Kemdikbud secara online;

Sekolah yang telah memiliki sarana yang memadai dan
petugas/ pegawai sckolah yang telah dibiayai pemerintah,
pemasukan data harus dilakukan di sekolah sebagai bagian
pekerjaan rutin dan tanpa membebankan biaya tambahan
pemasukan data dari dana BOS;

Sekolah harus selalu mem-backup secara lokal data yang telah

dientri;

-Formulir yang telah diisi secara manual oleh peserta

didik/pendidik/ tenaga kependidikan/sekolah harus disimpan
di sekolah masingmasing untuk keperluan monitoring dan
audit;

Melakukan update data secara regular ketika ada perubahan
data, minimal satu kali dalam 1 semester;

Data yang dikirim oleh sekolah akan dijadikan sebagai dasar
kebijakan pemerintah/pemerintah daerah untuk berbagai jenis
program, misalnya alokasi BOS, tunjangan PTK, Bantuan

Siswa Miskin, Rehab, dll;

2. Tahap Penyaluran Dana

Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu

periode Januari- Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-
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Desember. Pada tahun anggaran 2017, dana BOS akan diberikan
selama 12 bulan untuk periode Januari sampai dengan Desember
2017, yaitu Triwulan [ (20 %) dan I (40 %) tahun anggaran 2017
tahun ajaran 2016/2017 dan Triwulan Il (20 %) dan IV (20 %)
tahun anggaran 2017 tahun ajaran 2017/2018.

Ketentuan tambahan terkait dengan pengelolaan dana BOS
yang sering terjadi di daerah dan satuan pendidikan adalah
sebagaiberikut:

a) Jika terdapat peserta didik pindah/mutasi dari satvan
pendidikan tertentu ke satuan pendidikan lain setelah
pencairan dana di triwulan berjalan, maka dana BOS peserta
didik tersebut pada triwulan berjalan menjadi hak satuan
pendidikan lama. Revisi jumlah peserta didik pada satuan
pendidikan yang ditinggalkan/menerima peserta didik
pindahan tersebut baru diberlakukan untuk pencairan triwulan
berikutnya;

b) Jika terjadi kelebihan salur yang dilakukan oleh Dinas
Pendidikan ke satuan pendidikan akibat kesalahan data pada
triwulan 1 s/d triwulan 3, maka satuan pendidikan harus
melaporkan kelebihan dana tersebut kepada Tim Manajemen
BOS Kabupaten. Tim Manajemen BOS Kabupaten
melakukan pengurangan dana BOS di satuan pendidikan

tersebut pada peniode penyaluran berikutnya;
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c) Jika terjadi kelebihan salur pada triwulan 4 maka satuan
pendidikan harus mengembalikan kelebihan dana tersebut ke
rekening Dinas Pendidikan;

d) Jika terjadi kekurangan salur yang dilakukan oleh Dinas
Pendidikan ke satuan pendidikan, maka satuan pendidikan
harus melaporkan kekurangan dana tersebut kepada Tim
Manajemen BOS Kabupaten, dan selanjutnya akan dilakukan
revisi terhadap alokasi penetapan dana BOS;

¢) Bilamana terdapat sisa dana di satuan pendidikan pada akhir
tahun anggaran, maka dana tersebut dikembalikan ke Kas
daerah;

f) Penyaluran dana BOS ke satuan pendidikan tidak boleh
melewati tahun anggaran berjalan.

. Tahap Penggunaan Dana

Dana BOS yang diterima oleh sekolah, dapat digunakan
untuk membiayai komponen kegiatan-kegiatan berikut:

a) Pengembangan perpustakaan

b) Kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru

¢) Kegiatan pembelajaran dan ekstrakulikuler peserta didik

d) Kegiatan Evaluasi Pembelajaran

e) Pengelolaan Sekolah

f) Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan serta
manajemen Sekolah

g) Langganan Daya dan jasa
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Pembayaran Honorer
Pembelian/ Perawatan Alat Muiti Media Pembelajaran
Biaya lainnya (Peralatan pendidikan yang mendukung, mesin

ketik kantor).

. Tahap Penggunaan Dana

Adapun pembukuan dokumen pendukung yang harus

disusun oleh sekolah sebagai berikut :

a)
b)
c)
d)

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah

Buku Kas Umum

Buku Pembantu Kas

Buku Pembantu Bank

Buku Pembantu Pajak

Opname Kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas

Bukti Pengeluaran

Selain dokumen tersebut di atas, pihak sekolah juga wajib
membuat :

Realisasi Penggunaan Dana tiap Sumber Dana

Rekapitulasi Realisasi Penggunaan BOS

Pencatatan Pengaduan dan Penanganan Pengaduan
Masyarakat

Laporan Aset

Laporan ke Dinas Pendidikan

Laporan Online ke Laman BOS
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B. Hasil dan Pembahasan

L.

Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Program Bantuan Operasional Sckolah (BOS) yang dimulai sejak
bulan Juli 2005, telah berperan dalam percepatan pencapaian program
Wajib Belajar 9 tahun.Mulai tahun 2009, pemerintah melakukan
perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi BOS. Program BOS ke depan
bukan hanya berperan untuk mempertahankanAngka Paftisipasi Kasar
( APK), namun harus juga berkontribusi penting untuk peningkatan mutu
pendidikan dasar. Selain itu, dengan biaya satuan BOS yang telah
dinaikkan secara signifikan, program ini akan menjadi pilar utama untuk
mewujudkan pendidikan yang berkualitas . Perubahan kebijakan
berkaitan dengan dana BOS antara lain mencakup perubahan biaya satuan
BOS, kebijakan buku murah, perubahan penggunaan dana BOS dan
struktur organisasi pelaksanaan BOS.

Biaya pendidikan merupakan dasar empiris untuk memberikan
gambaran karakteristik keuangan sekolah. Analisis efesiensi keuangan
sekolah dalam pemanfataan sumber-sumber keuvangan sekolah dan hasil
(output) sekolah dapat dilakukan dengan cara menganalisa biaya satuan
(unit cost) per siswa. Biaya satuan per siswa adalah biaya rata-rata per
siswa yang dihitung dari total pengeluaran sekolah dibagi seluruh siswa
yang ada di sekolah dalam kurun waktu tertentu.

Anggaran biaya pendidikan terdiri dari dua sisi yang berkaitan satu

sama lain, yaitu sisi anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran

untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Anggaran penerimaan adalah
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pendapatan yang diproleh setiap tahun oleh sekolah dari berbagai sumber
resmi dan diterima secara teratur.Sedangkan anggaran dasar pengeluaran
adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan
pelaksanaan pendidikan di sekolah.

Belanja sekolah sangat ditentukan oleh komponen-komponen yang
Jjumlah dan proporsinya bervariasi diantara éekolah vang satu dan daerah
yang lainnya.Berdasarkan pendekatan unsur biaya pengeluaran sekolah
dapat dikategorikan ke dalam beberapa item pengeluaran, yaitu
(1).Pengeluaran untuk pelaksanaan pelajaran (2).Pengeluaran untuk tata
usaha sekolah (3).Pemeliharaan sarana-prasarana sekolah
(4).Kescjahteraan pegawai (5).Administrasi  (6).Pembinaan teknis
edukatif (7).Pendataan.

Sumber-sumber bantuan dana pendidikan antara lain meliputi :
Anggaran rutin ; Anggaran pembangunan ; Dana Penunjang Pendidikan
(DPP); Dana BP3; Donatur; pinjaman dan lain-lain yang dianggap sah
termasuk diantaranya Dana BOS.

Berdasarkan hasil Observasi, studi dokumentasi, dan wawancara
dengan sumber data dari informan utama (key informar) dan informan
pendukung, berkaitan dengan kebijakan dana BOS untuk tingkat satuan

pendidikan SD dan SMP diperoleh imformasi sebagai berikut :

a. Kebijakan BOS
BOS merupakan program pendanaan dari pemerintah murni
untuk mendanai biaya operasional sekolah.Prosedur pertama diawali

dengan penunjukkan kepada Organisasi Pelaksana, mulai dari tingkat
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teratas sampai tingkat terbawah.Organisasi pelaksana BOS meliputi
Tim Pengarah dan Tim Manajemen BOS Pusat, Tim Manajemen BOS
Provinsi, Tim Manajemen Kabupaten/Kota, dan Tim Manajemen
Sekolah. Mekanisme selanjutnya menentukan jumlah alokasi dana,
dimana pihak sekolah harus mengirimkan data jumlah siswa biasanya
setelah PSB dan menyerahkan Rencana Kegiatan dan Anggaran
Sekolah (RKAS) ke Tim Manajemen BOS Kabupateh/Kota.

Dalam proses pembuatannya harus detail dan terperinci, oleh
karena itu dalam proses pembuatannya melibatkan seluruh pihak
sekolah mulai dari: Kepala Sekolah, Bendahara, Dewan Guru, dan
Komite Sekolah. Seluruh data-data dikirimkan kepada Tim
Manajemen Kabupaten/Kota untuk diaudit dan diteruskan ketingkat
atas. Proses pencairan dana dilaksanakan dalam 3 bulanan sekali
setiap tahun dan diambil langsung oleh Bendahara Sekolah dengan
persetujuan Kepala Sekolah dengan sepengetahuan Ketua Komite.

Berdasarkan hasil wawancara denganlnforman Kunci yaitu
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan
sebagai Penanggung Jawab BOS sekaligus sebagai penanggung jawab
dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan
kebudayaan di daerah, Kepala SMP, Kepala SD serta beberapa
[nforman Pendukung, dapat diketahui bahwa BOS sangat membantu
sekolah dibidang keuangan guna membiayai belanja operasional
sekolah dan membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi

peserta didik, pernyataan lengkap informan sebagai berikut :
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Hasil wawancara dengan Informan Kunci, menyatakan sebagai
berikut :

“Kebijakan BOS ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk
meningkatkan aksespendidikan sebagai salah satu prioritas
pembangunan nasional, dengan adanya Bos dapat membantu
biaya operasional sekolah dan membebaskan pungutan biaya
operasional bagi peserta didik. Apalagi pada kondisi saat ini
dimana daerah sedang mengalami defisit anggaran, dana
BOS sangat dibutuhkan.BOS tidak diberikan secara langsung
kepada siswa seperti pada bentuk pengalokasian dana
Bantuan Khusus Siswa Miskin. BOS di salurkan melalui
rekening sekolah yang kemudian dikelola oleh sekolah.BOS
merupakan kebijakan lanjutan dari program Jaring Pengaman
Sosial (JPS) untuk bidang pendidikan yang diterapkan oleh
pemerintah pada era tahun 1998-2003. Jadi menurut saya
kebijakan ini sangat baik tinggal bagaimana kita mengawal
dan mengawasi dalam pelaksanaan sehingga tidak terjadi
kebocoran, penyimpangan, atau penggunaan dana diluar
peruntukannya”.

Selanjutnya Kepala Sekolah SD N 1 Nunukan Selatan
mengungkapkan hal yang sama akan pentingnya BOS untuk biaya
operasional sekolah, adapun petikan hasil wawancaranya sebagai
berikut :

“Kebijakan BOS ini sangat membantu sekali wuntuk
membiayai kegiatan operasional sekolah, seperti pembelian
buku bahan ajar, pengadaan alat tulis dan peraga
pembelajaran, pembayaran gaji guru dan tenaga administrasi,

dir»

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala SMP N 1
Numnukan :

“Dengan adanya BOS pungutan biaya sekolah untuk
membiayai kegiatan operasional sekolah tidak dilakukan lagi
di sekolah kami, semua biaya operasional dibebankan pada
dana BOS:

Hasil wawancara dengan Informan Pendukung, menyatakan

sebagai berikut :
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“Dengan adanya BOS, kami selaku wali murid merasa sangat
terbantu khususnya soal biaya anak sekolah, tinggal kita
memikirkan beli baju seragam, ongkos taxi dan uang jajan
anak, walaupun kadang-kadang masih ada pungutan untuk
membiayai kegiatan tertentu yang tidak tercakup BOS itupun
atas kesepakatan bersama, dan kami pikir masih wajarlah”
(Informan : Ketua Komite SD N 1 Nunukan Selatan).

Pemyataan yang hamper sama disampaikan oleh informan
pendukung lainnya :

“Sebagai Ketua Komite Sekolah sekaligus sebagai orang tua
peserta didik, sejak adanya BOS saya merasa tidak terbebani
dengan biaya pendidikan anak karena sudah tidak ada
pungutan lagi, saya melihat juga fasilitas belajar sudah lebih
baik, buku-buku pelajaran sudah lengkap, anak-anak yang
berhenti sekolah juga berkurang, kalaupun ada saya yakin
bukan karena biaya tetapi alasan lain”
(Informan : Ketua Komite SMP N 1 Nunukan).
“Sejak adanya BOS, perlengkapan yang dibutuhkan untuk
pembelajaran tersedia dengan jumlah dan kualitas yang
memadai.Gaji teman-teman guru honorer dan tenaga
administrasi juga lancar dibayar dan tidak pernah ngadat,
setiap penerimaan peserta didik baru juga selalu penuh sesuai
dengan kapasitas rombel yang disediakan”.
(Informan : Guru Kelas SMP N 1 Nunukan)

Petikan wawancara tersebut diatas menunjukkan bahwa BOS
merupakan sebuah kebijakan publikyakni keputusan yang ditetapkan dan
dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan permasalahan public
dengan tujuanuntuk membiayai operasional kegiatan sekolah dan
membebaskan pungutan pada peserta didik demi tercapianya peningkatan
akses dan mutu pendidikan.

Berdasarkan pendapat informan sebagaimana tersebut, maka dapat
dinyatakan bahwa BOS merupakan sebuah Kebijakan Publik yang tepat
dan dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat khususnya pihak

sekolah, dewan guru dan peserta didik.
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Hal ini sejalan dengan pendapat Anderson (dalam Islamy, 2016 :
14) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian
tindakan yang bertujuan dan dilakukan serta diikuti oleh sejumlah aktor
berkenaan dengan adanya masalah tertentu.

Sementara jika dihubungkan dengan pendapat Chiff J.O Udaji
dalam Wahab (2012:5) yang mendefinisikan kebijakan publik atau
kebijakan Negara sebagai “An sanctioned course of action addressed to
particular problem or group of related problems thal affect society at
large” (Suatu tindakan bersangsi yang mengarah pada suatu masalah atau
sekolompok masalah tertentu yang saling berkaitan mempengaruhi
sebagian besar masyarakat), maka BOS memenuhi kriteria yang
disebutkan sehingga layak dikatakan sebagai kebijakan Publik. Dalam
substansi Kebijakan BOS jelas mengandung sangsi jika ada
penyimpangan, mengarah pada permasalahan pendanaan pendidikan, dan
mempengaruhi masyarakat ferkait dengan motivasi peserta didik dalam
program pendidikan.

BOS sebagai sebuah kebijakan publik ini juga sejalan dengan
pendapat Harold D Laswell dan Abraham Kaplan dalam Islamy(1984:16)
yang mengatakan bahwa kebijakan publik sebagai “a projected program
of goals, values and practices” (Suatu program pencapaian tujuan, nilai-
nilai dan praktek-praktek yang terarah), Amara Raksasataya dalam Islamy
juga mengemukakan bahwa “kebijaksanaan publik sebagai suatu taktik

dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan”,
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Berdasarkan gambar 4.1 dan 4.2 yang diperoleh dari hasil
observasi lapangan terlihat bahwa kondisi sarana dan prasarana sekolah
terlihat baik dan cukup representatif, yaitu tersedianya ruang
perpustakaan dan buku-buku pelajaran dengan jumlah koleksi buku yang
banyak dan jenis judul buku juga beranekaragam, disamping itu
tersedianya alat peraga sekolah dengan jenis dan jumlah yang cukup
untuk membantu dalam proses pembelajaran.

Dengan memperhatikan hasil wawancara, observasi dan studi
dokumentasi sebagai tersebut di atas, menambah keyakinan peneliti
bahwa BOS adalah sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan
kajian yang cukup dalam guna memecahkan persoalan yang dihadapai
oleh masyarakat terkait dengan pemi)iayaan pendidikan dan mendukung
tercapainya program pendidikan nasional, sehingga layak dikatakan

bahwa BOS merupakan sebuah kebijakan publik.

. Implementasi Kebijakan

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-
tujuan yang telah ditetapkan dalam suvatu keputusan, tindakan ini
berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-
pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar
atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementast
pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi
setelah sebuah program dilaksanakan.

Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Hom (dalam

Nugroho, 2011 : 627), implementasi meliputi suatu proses linier yang
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terdiri dari 4 (empat) variebel yang menghubungkan antara kebijakan dan
kerja variabel tersebut adalah: Aktivitas implementasi dan komunikasi
antar organisasi ; karakteristik dari agen pelaksana/ implementor ; kondisi
sosial, ekonomi dan politik ;dan kecenderungan (disposition) pelaksana/
implementor. Hubungan atau perubahan pada setiap variabel tersebut
dapat mempengaruhi kinerja.

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan
yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk
mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional
serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil
sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada
hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah
sebuah program dilaksanakan.

Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang
bertanggungjawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga
menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam tataran
praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses
tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

1) Tahapan pengesahan peraturan perundangan;

2) Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana;

3) Kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan;

4) Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak;

5) Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi
pelaksana;

6) Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Sumber : Elwan (2017 : 1)

Selanjutnya Elwan (2017 : 1) menjelaskan bahwa proses persiapan

implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:
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1) Penyiapan sumber daya, unit dan metode;

2) Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang
dapat diterima dan dijalankan;

3) Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Terkait dengan kebijakan BOS, sesuai dengan Petunjuk Teknis

BOS 2007, maka tahapan pelaksanaan kegiatannya adalah sebagai
berikut :

1) Organisasi Pelaksana Bos Kabupaten dan Sekolah

Berdasarkan Pedoman Teknis BOS 2017, Organisasi
pelaksana BOS di Kabupaten/Kota terdiri dari Tim Bos Kabupaten
dan Tim Bos Sekolah.Penetapan Tim Bos merupakan kegiatan
pertama yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Nunukan sebagai informan Kunci, diperoleh
informasi sebagai berikut :

“Organisasi Pelaksana BOS Kabupaten Nunukan yang terdiri
dati Tim Bos Kabupaten Nunukan dan Tim Bos Sekolah
ditetapkan oleh Bupati setiap awal tahun anggaran yakni pada
bulan Januari. Penetapan ini berupa Surat Keputusan Bupati
yang didalamnya memuat struktur keanggotaan dan uraian
tugas.Penentuan anggota vyang tergabung dalam Tim
disesuaikan dengan ketentuan Petunjuk Teknis BOS”.

(Informan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Nunukan)

Untuk mengkonfirmasi pernyataan informan, peneliti
melakukan pengamatan langsung ke sekolah dan studi dokumentasi.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Tim Bos Kabupaten dan Tim
Bos Sekolah sudah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nunukan

Nomor : 188.45/ 120/ I/ 2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang
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Secara  garis besar tahap kegiatan tersebut dapat
! dikelompokkanmenjadi 3 (tiga) tahapan yang dilakukan yaitu
‘Pendataan mclalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Penetapan
Alokasi BOS tiap Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Penetapan Alokai
BOS tiap sekolah.
1) Hasil wawancara dengan informan kunci menyatakan sebagai
berikut :

“Proses penctapan alokasi Bos dimulai dari kegiatan
pendataan, untuk mulai kegiatan pendataan ini telah
dilakukan sosialisasi tentang tatacara pengisian formulir
pendataan kepada para peserta didik, pendidik dan tenaga
kependidikan di semua sekolah di  Kabupaten
Nunukan.Kegiatan selanjutnya adalah rekonsiliasi data
dengan Tim Bos Provinsi dan kabupaten juga telah dilakukan
di awal tahun dan penetapan alokasi Bos Provinsi dan
Kabupaten. Pada prinsip tahapan kegiatan dalam penetapan
alokasi Bos di Kabupaten Nunukan telah dilakukan dengan
baik” (Informan : Kadis Pendidikan dan Kebudayaan
Nunukan).

Pernyataan yang hampir sama juga disampaikan oleh informan
kunci lain, sebagai berikut :
“Sekolah kami sebagai salah satu sekolah yang menurut
ketentuan Pedoman Teknis Bos memenuhi syarat
memperoleh dana BOS setiap tahun, termasuk pada tahun ini
2017 mendapat alokasi dana BOS sesuai dengan banyaknya
jumlah peserta didik, terkait proses/tahapan kegiatan yang
dilakukan dalam penetapan alokasi BOS, semua tahapannya
telah dilaksanakan™
{Informan : Kepala SMP N 1 Nunukan).

2) Hasil wawancara dengan informan pendukungmenyatakan
sebagai berikut :

“Kami para guru telah mengikuti sosialisasi terkait BOS,
kami juga terlibat langsung dalam pendataan serta pengisian
formulir yang dibutuhkan sesuai petunjuk teknis, jelasnya
seluruh tahapan sudah dilalui, buktinya riilnya untuk tahun
ini dana BOS sudah cair, berarti sudah pasti alokasinya sudah
ditetapkan™

(Informan : Guru SD N 1 Nunukan Selatan).
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- Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis
yang disyaratkan.

- Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan.

- Terbuka dantransparan, dalam pengertian dari dan untuk apa
keuangan lembaga tersebut perlu dicatat dan dipertanggung
jawabkan serta disertai bukti penggunaannya.

- Sedapat mungkin menggunakan kemampuan/hasil produksi dalam
negeri sejauh hal ini dimungkinkan.

Terkait dengan penyaluran dana BOS di Kabupaten Nunukan
khususnya di SD N 1 Nunukan Selatan dan SMP N 1 Nunukan,
berikut petikan wawancara dengan informan :

a) Hasil wawancara dengan informan kuncimenyatakan sebagai

berikut :
“Penyaluran dana BOS ke rekening sekolah telah dilakukan
sesuai jadwal yang ditentukan dalam pedoman teknis BOS
dengan besaran sesuai dengan alokasi masing-masing
sekolah tanpa ada potongan / pungutan, kalau pun terjadi
keterlambatan paling hanya beberapa hari, keterlambatan
ini biasanya terjadi karena pejabat yang bertanda tangan
sedang dinas luar atau system komputerasi sasi sedang
error”
(Informan : Ketua Tim Pelaksana BOS Kabupaten).
Pernyatan informan tersebut di atas dikuatkan pernyataan
dari informan lainnya, sebagai berikut :
“Dana Bos masuk ke rekening sekolah kami sesuai dengan
jadwal, tidak ada potongan dan pengurusan administrasi
pencairannya juga tidak berbelit-belit... yah pokoknya

mudahlah cairnya”
(Informan : Kepala SMP N 1 Nunukan)
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Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan studi dokumen
sebagaimana tersebut diatas terlihat bahwa Implementasi BOS pada
tahap kegiatan penyaluran dana sudah dilaksanakan dengan baik

sesuai dengan Petunjuk Teknis BOS 2017.

Penggunaan Dana

Kebijakan memberikan bantuan Dana BOS bagi lembaga
Pendidikan dasar dan siswa di sekolah menengah dapat meningkatkan
akses bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan
membebaskan iuran peserta didik untuk biaya operasional sekolah.

Sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis BOS 2017,
penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan
dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan
Guru dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan diatas harus dituangkan
secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh
peserta rapat. Kesepakatan penggunaan dana BOS harus didasarkan
skala prioritas kebutuban sekolah, khususnya untuk membantu
mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal dan/atau standar
nasional pendidikan, serta diprioritaskan untuk kegiatan operasional
sekolah.

Terkait dengan penyaluran dana BOS di Kabupaten Nunukan
khususnya di SD N 1 Nunukan Selatan dan SMP N 1 Nunukan,
berikut petikan wawancara dengan informan :

a) Hasil wawancara dengan informan kuncimenyatakan sebagai

berikut :
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“Dana BOS di sekolah kami digunakan untuk pembayaran
hononer, pembelian buku pelajaran, pembayaran lisstrik
dan air, pelatihan guru serta membiayai kegiatan
operasional sekolah seperti : penerimaan peserta didik baru,
kegiatan pembelajaran, ujian sekolah, dan operasional
lainnya. Intinya dana BOS itu gunakan sesuai dengan
pedoman”
(Informan : Kepala Sekolah SD N 1 Nunukan Selatan).
Pernyatan informan tersebut di atas dikuatkan pernyataan

dari Kepala SMP N 1 Nunukan, sebagai berikut :

“Menurut saya semua sekolah yang menerima BOS sama
datam menggunakan dananya karena sudah ada aturannya,
kalau di sekolah kami dana BOS kami gunakan untuk
pembayaran hononer, pengembangan perspustakaan,
langganan listrik, telepon dan air, pelatihan guru serta
membiayai kegiatan estra kurikuler, penerimaan peserta
didik baru, kegiatan pembelajaran, dan ujian sekolah”.
(Informan : Kepala SMP N 1 Nunukan).

b) Hasil wawancara dengan informan pendukungmenyatakan
sebagai berikut :

“Penggunaan dana BOS disesuaikan dengan RKAS yang
telah dibuat, jika kegiatan tidak tercantum dalam RKAS
maka tidak bisa dibayarkan.Sebagai bendahara saya
bertugas  mencairkankan uang di  bank dan
membayarkannya kepada yang berhak, jika tidak sesuai
dengan RKAS dan petunjuk teknis maka saya tidak akan
membayar”,

(Informan : Bendahara SD N 1 Nunukan Selatan).

Pernyataan senada juga disampaikan Ketua Komite SMP 1
Nunukan, beliau menyatakan :

“Kami selalu mengingatkan kepada manajemen BOS
sekolah agar dalam penggunaan dananya tidak
menyimpang dari RKAS dan Petunjuk Teknis BOS 2017,
hasilnya seperti yang kita lihatlah proses belajar mengajar
berjalan baik, guru-guru honorer tidak ada yang tidak
menerima gaji, buku-buku pelajaran lumayan lengkap, dil.
Penggunan BOS di SMP 1 ini sudah sesuai dengan
peruntukannya, tidak ada yang berani macam-macam
dalam penggunaannya karena pengawasannya ketat sekali™.
(Informan : Komite SMP N 1 Nunukan).
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Dari gambar 4.7 dan 4.8 di atas terlihat bahwa ruang
perpustakaan yang luas dilengkapi dengan perabot yang terbuat dari
besi dan berdinding kaca serta dilengkapi koleksi buku yang cukup
banyak. Ruang perpustakaan, perabot dan buku-buku tersebut
diadakan melalui anggaran BOS.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan studi dokumen
sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Implementasi
BOS pada tahap kegiatan penggunaandana sudah dilaksanakan

dengan baik sesuai dengan Petunjuk Teknis BOS 2017.

Pertanggungjawaban

Dalam pengelolaan BOS, sekolah harus menyusun
pembukuan secara lengkap sesuai dengan standar pengelolaan
pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang
penatausahaan dan  pertanggungjawaban lembaga pengelola
keuangan.

Terkait dengan Pertanggungjawaban dana BOS di Kabupaten
Nunukan khususnya di SD N 1 Nunukan Selatan dan SMP N 1
Nunukan, berikut petikan wawancara dengan informan :

a) Hasil wawancara dengan informan kunci menyatakan sebagai
berikut :

“Sudah menjadi kewajiban kami untuk membuat

pertanggungjawaban atas danma BOS yang diterima,

pertanggungjawaban ini menjadi sebuah syarat pencairan

dana BOS triwulan berikutnya.Pada prinsipnya semua

bentuk pertanggungjawaban sudah kami buat sesuai dengan

ketentuan dalam petunjuk teknis, kami menyadari
pertanggungjawaban yang kami buat belum sepenuhnya
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sesuai dengan standar karena SDM kami terbatas
khususnya yang kompeten dibidang keuangan™.
(Informan : Kepala SD N 1 Nunukan Selatan).

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Sekolah

dan Bendahara SMP N 1 Nunukan, sebagai berikut :

b) Hasil

“Dalam rangka memenuhi kriteria  akuntabilitas
penggunaan dana BOS, kami berkewajiban membuat
pertanggungjawaban berupa pencatatan dan pembukuan
transaksi serta pelaporan realisasi fisik dan keuangan.
Dengan keterbatassan sdm yang kompeten kami tetap
berusaha untuk menyajikan dokumen administrasi
keuangan dengan sebaik-baiknya”

(Informan : Kepala SMP N 1 Nunukan).

wawancara dengan informan pendukungmenyatakan

sebagai berikut :

“Sebagai bendahara saya yang paling banyak harus
membuat pertanggungjawaban khususnya terkait dengan
pembukuan, semua pembukuan yang diminta sebagaimana
ketentuan pedoman teknis BOS sudah dibuat sesuai dengan
kaidah pembulkuan yang benar”.

(Informan : Bendahara SD N 1 Nunukan Selatan).

Pernyataan senada juga disampaikan oleh informan

pendukung lain, sebagai berikut :

“Sesuai dengan standar akuntansi maka setiap transaksi
wajib kami catat dan bukukan, sebagai bendahara
sayabertanggungjawab  khususnya  terkait  dengan
pembukuan, apabila pertanggungjawaban ini belum selesai
maka akan menghambar pencairan dana BOS triwulan
berikutnya”

(Informan : Bendahara SMP N 1 Nunukan).

Untuk mengkonfirmasi pernyataan para informan, peneliti

melakukan pengamatan langsung ke sekolah dan studi dokumentasi.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dana
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BOS sudah lengkap, berikut gambar 4.9 dan 4.10 berupa dokumentasi

pertanggungjawaban dana BOS :
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Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan studi dokumen
sebagaimana tersebut diatas menunjukkan bahwa
pertanggungjawabandana BOS oleh pihak sekolah sudah laksanakan,
meskipun belum sepenuhnya sempurna karena pihak sekolah
mengalami sedikit kesulitan dalam pembuatan pertanggungjawaban
mengingat belum tersedianya sumberdaya manusia yang kompeten
dibidang pengelolaan keuangan.

Sesuai dengan uraian tersebut di atas maka dapat dinyatakan
bahwa Implementasi BOS pada tahap Pertanggungjawaban dan BOS
sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Petunjuk Teknis BOS

2017.

. Evaluasi Kebijakan BOS

Evaluasi kebijakan dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) penting
dilakukan karena untuk mengkoreksi penyelenggaraan Program BOS
Kabupaten Nunukan dan sebagai bahan perbaikan bagi penyelenggaraan
BOS berikutnya. Dengan hasil evaluasi maka pemerintah daerah bisa
memperbaiki kinerja dan bisa mengambil keputusan yang baik untuk
mendukung program penyelenggaraan dana BOS pada tahun-tahun
berikutnya supaya bisa berjalan dengan efektif dan efisien.

Kebijakan pembangunan pendidikan kurun waktu saat
inidiprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan
dasar yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan wajib

belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan pemberian akses yang lebih
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besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat
menjangkau layanan pendidikan dasar dengan cara membebaskan iuran
peserta didik untuk biaya operasional sekolah.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai langkah nyata
pemerintah dalam rangka peningkatan akses masyarakat terhadap
pendidikan dasar sekaligus sebagai upaya penuntasan target wajib belajar
pendidikan dasar 9 tahun.

Untuk mengetahui sejauhmana kebijakan BOS dapat mencapai
tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka dilakukan evaluasi
kebijakan.Adapun hasil wawancara, observasi dan studi dokumen atas
evaluasi kebijakan BOS di Pulau Nunukan Kabupaten Nunukan dengan

menggunakan 6 (enam) indikator, sebagaimana berikut :

a. Efektifitas

Pada dasarnya untuk menentukan keberhasilan suatu program
kegiatan yang dilaksanakan tidak terlepas dari kata efektivitas, karena
efektivitas diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam
pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, misalnya
jika suatu pekerjaan dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang
sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif.

Efektivitas menurut Dunn (2000:610) yaitu berkenaan dengan
apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau
mencapai tujuan dari diadakannya tindakan Definisi tersebut

menjelaskan bahwa tindakan merupakan kebijakan yang dibuat

pemerintah Kota Bandung dalam rangka menciptakan pendidikan yang
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berkualitas.Selain itu apabila setelah pelaksanaan kebijakan publik
ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan masalah yang tengah
dihadapi masyarakat maka dapat dikatakan bahwa suatu kebijakan
tersebut telah gagal.

Untuk menentukan berhasil dan tidaknya kebijakan dana BOS
yang dilaksanakan pada dua sekolah sampel yang terletak di Pulau
Nunukan sangat ditentukan oleh efektifitas kebijakan dana BOS di
sekolah tersebut. Karena diketahui secara umum tujuan program dana
BOS itu adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap
pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang
bermutu, sehingga diharapkan tidak ada lagi siswa yang putus sekolah
dikarenakan masalah pembiayaan.

Untuk mengetahui sejauhmana Efektivitas BOS di Kabupaten
Nunukan khususnya di SD N 1 Nunukan Selatan dan SMP N 1
Nunukan digunakan 2 indikator yaitu : Sejauhmana kebijakan BOS
membebaskan biaya pendidikan dan membantu operasional sekolah
serta bagaimana realisasi RKAS.Berikut petikan wawancara dengan
informan terkait dengan indikator pertama:

1) Hasil wawancara dengan informan kuncimenyatakan sebagai
berikut :

“Setelah adanya BOS, sekolah tidak mengalami kesulitan

terkait dengan beban biaya operasional, diamping itu juga

sarana prasarana penunjang yang dibutuhkan dalam

pembelajaran dapat tersedia baik jumlah maupun mutunya,

para tenaga pendidik honorer juga terlihat lebih aktif karena

jaminan mendapatkan honomya jelas, dan yang lebih
merasakan keuntungan dari BOS adalah para peserta didik
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karena sudah tidak ada lagi pungutan alias sekolah gratis”
(Informan : Kepala SD N | Nunukan Selatan).

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh informan
kunci lain, yang menyatakan bahwa :

“Dengan adanya BOS, tidak ada lagi pungutan biaya
operasional bagi peserta didik hal ini sesuai dengan petunjuk
teknis BOS, kegiatan belajar mengajar juga lebih efektif
karena ditunjang dengan fasilitas pembelajaran yang
memadai yang bersumber dari dana BOS, tidak ada lagi
guru honor yang tidak dapat gaji, kegiatan ekstra kurikuler
juga dapat diselenggarakan dengan baik”

(Informan : Kepala SMP N 1 Nunukan).

2) Hasil wawancara dengan informan pendukungmenyatakan sebagai
berikut :
“Sebagai orang tua murid sangat berterima kasih dengan
adanya BOS ini, orang tua tidak lagi berbipikir bagaimana
membayar biaya sekolah, kalupun ada tidak seberapa paling-
paling hanya sekedar patungan membeli apa diluar biaya
yang ditanggung BOS.
(Informan : Komite SD N 1 Nunukan Selatan).
Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh
informan pendukung lain, yang menyatakan bahwa :
“Sebagai orang tua murid sangat bersyukur dengan adanya
BOS ini, anak-anak bias fokus belajar tanpa beban berpikir
terkait dengan biaya sekolah, beban kami sebagai orang tua
juga sudah tidak terlalu berat soal biaya anak sekolah, saya
melihat fasilitas sekolah juga lebih lengkap dibandingkan
dulu-dulu.
(Informan : Komite SMP N 1 Nunukan Selatan).

Dari petikan wawancara tersebut dapat terlihat bahwa Sekolah
telah membebaskan peserta didik dari iuran biaya operasional sekolah,
sarana pembelajaran juga telah dipenuhi dengan dana BOS, meskipun
masih ada pungutan, namun pungutan tersebut digunakan untuk

membiayai kegiatan selain yang ditetapkan dalam pedoman teknis
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BOS, itupun atas kesepakatan bersama pihak sekolah, peserta didik
dan orang tua.
Selanjutnya untuk menggambarkan sejauhmana Efektivitas BOS
di Kabupaten Nunukan khususnya di SD N 1 Nunukan Selatan dan
SMP N 1 Nunukan dilihat dari indicator kedua yaitu bagaimana
realisasi RKAS, maka di bawah ini disajikan petikan wawancara
dengan informan terkait dengan indikator kedua tersebut :
1) Hasil wawancara dengan informan kuncimenyatakan sebagai
berikut :
“Realisasi Fisik dan keuangan berdasarkan RKAS BOS
untuk 3 tahun terakhir ini cukup baik di atas 90%, untuk
detailnya silahkan dilihat pada laporan realisasi fisik
keuangan Th. 2015, 2016, dan 2017 per triwulan II”
{Informan : Kepala SD N 1 Nunukan Selatan).
Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh informan
kunci lain, yang menyatakan bahwa :
“Untuk realisasi fisik dan keuangan sesuai dengan RKAS
BOS selaman 3 tahun terakhir ini sangat baik, kegiatan
selesai semua, untuk lebih jelaskan nanti silahkan baca pada
laporan yang kami buat setiap tahuhnnya™
(Informan : Kepala SMP N 1 Nunukan).
2) Hasil wawancara dengan informan pendukung menyatakan
sebagai berikut :
“Dari setiap tahunnya serapan dana BOS berdasarkan RKAS
di sekolah kami sudah sangat baik, karena BOS ini program
utama nasional jadi mekanisme pencairannya pun tidak
rumit™.
(Informan :Bendahara SD N 1 Nunukan Selatan).

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh

informan pendukung lain, yang menyatakan bahwa :
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“Anggaran RKAS dana BOS di sekolah kami setiap
tahunnya sudah terealiast sangat baik sesuai rencana dan
semua kegiatan juga sudah sesuai dengan RIKKAS”.
(Informan :Bendahara SMP N | Nunukan Selatan).

Dari petikan wawancara tersebut di atas diketahut bahwa pada

kedua sekolah tersebut realisasi RAKS sudah baik, untuk
mengkonfirmasi pernyataan informan, di bawah ini laporan relaisasi
RKAS Tahun 2015, 2016 dan 2017 per Triwulan I1I :

Tabel 4.2.
Realiasi RKAS Tahun 2015, 2016 dan 2017 per Triwulan {II

! No | Satuan Pendidikan Th. 2015 (%) Tahun 2016 (%) | Tahun 2017 (%)
Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan
(Ribuan) (Ribuan) (Ribuan)
1. [SDN I Nusa 100 310.000 [ 100 330.400 | 55,48 | 202.240
SMP N 1 Nunukan 100 797.750 | 100 784.750 | 60,00 | 461.800

Sumber : Laporan Fisik dan Keuangan Sekolah Tahun 2017

Tabel 4.2 tersebut di atas menunjukkan bahwa realisasi RKAS
setiap tahunnya untuk kegiatan fisik dan keuangan mencapai 100 %,
kecuali RKAS Tahun 2017 serapanannya belum mencapai 10 %
disebabkan Tahun Angaran belum berakhir, hal ini menunjukkan

bahwa realisasi anggaran sudah efektif

Berdasarkan petikan wawancara, observasi dan dokumentasi
| terlihat bahwa tujuan pelaksanaan BOS sebagaimana tertuang dalam
pedoman teknis sudah tercapai dengan baik.Hasil penelitian ini sama
dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan pleh Muhammad
Firyal Akbar tahun 2016 dengan judul Evaluasi Kebijakan Program
Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus pada

Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju Utara) yang menyatakan bahwa
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berdasarkan Kriteria efektivitas program BOS di SD di Kabupaten
Mamuju sudah tercapai dengan baik.

Uraian di atas sejalan dengan pendapat Dunn (2003:429) yang
menyatakan bahwa Efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan
apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau
mencapai tujuan dari diadakannya tindakan secara dekat berhubungan
dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan
atau nilai moneternya.

Sementara  efektifitas menurut  Gedeian  (1991:61)
mendefinisikan efektivitas adalah Thar is, the greater the extent it
which an organization’s goals are met or surpassed, the greater its
effectiveness (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi
semakin besar efektivitas)

Dengan demikian Efektivitas merupakan unsur pokok untuk
mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap
organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai
tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai
dengan pendapat Emerson yang dikutip Handayaningrat S. {1994:16)
yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti
tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dikaitkan dengan
teori di atas maka dapat ditarik kesimpulanbahwa efektivitas BOS di
SD N 1 Nunukan Selatan dan SMP N 1 Nunukan telah tercapai secara

optimal, sehingga selanjutnya peneliti berpendapat bahwa kebijakan
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dana BOS dilihat dari kriteria efcktivitas sudah efektif. Tingkat
capaian efektivitas ini dikarenakan pihak sekolah dalam pelaksanaan
dan pengelolaan dana BOS selalu bersandar kepada aturan yang telah
ditetapkan yaitu Petunjuk Teknis (JUKNIS) penggunaan dan
pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Sehingga secara khusus tujuan dari program BOS itu sendiri dapat
dirasakan manfaatnya oleh peserta didik khususnya siswa miskin.
Yang mana pelaksanaan kebijakan dana BOS yaitu meringankan biaya

pendidikan oleh siswa tercapai.

b. Efisiensi

l Efisiensi seringkali kita gunakan ketika kita membahas suatu
perencanaan dan sebuah program kerja, kedua kata tersebut sangat tepat

1 digunakan sebagai konteks yang berorientasi pada tujuan atau hasil.
Efisiensi melihat pada bagaimana cara untuk mencapai hasil itu dengan

l penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang

optimum.

‘ Efisiensi dimaksudkan adalah suatu usabha yang kita lakukan
mencapai hasil yang maksimal tanpa harus membuang banyak waktu dan
biaya yang harus dikeluarkan dalam pengelolaan BOS. Karena dalam
mengerjakan sesuatu hal selalu mempertimbangkan sumber daya yang
digunakan, yakni bagaimana kita memanfaatkan tenaga, uvang dan waktu

yang sangat minimal demi pencapaian hasil sesuai dengan tujuan yang

telah ditentukan sebelumnya.
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Hasil wawancara berkaitan dengan efisiensi BOS di Kabupaten
Nunukan khususnya di SD N 1 Nunukan Selatan dan SMP N 1 Nunukan
digunakan 2 indikator yaitu : Sejauhmana upaya sosialisasi yang
dilakukan dan bagaimana proses pengawasan penyaluran dan pengelolaan
BOS. Berikut petikan wawancara dengan informan terkait dengan
indikator pertama:

1) Hasil wawancara dengan informankunci menyatakan sebagai
berikut :

“Sosialisasi sudah kami selenggarakan melalui sebuah
forum pertemuan yang dihadivi oleh beberapa pihak,
diantaranya pihak manajemen sekolah, komite sekolah,
perwakilan orang tua peserta didik, dan stakeholder lainnya.
Sosialisasi ini diselenggarakan diseluruh jenjang pendidikan
se Kabupaten Nunukan sesual dengan ketentuan petunjuk
teknis BOS, narasumber sosialisasi berasal dari Dinas
Pendidikan Kabupaten dan Provinsi”

(Informan : Kadindikbud Nunukan).

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh informan
kunci lain, yang menyatakan bahwa :

“Sesuai ketentuan pedoman teknis BOS, sosialisasi kami
laksanakan baik melalui forum pertemuan mapun dengan
pemasangan spanduk sekolah gratis, yang menjelaskan
bahwa sekolah kami menyelenggarakan BOS sebagaimana
kewajiban yang ada dalam Juknis, dengan adanya sosialisasi
ini masyarakat dapat melihat bahwa di sekolah ini sudah
tidak dipungut biaya lagi jika ingin bersekolah, hal lain yang
kami lakukan adalah anjangsana yakni mengunjungi para
orang tua jika kami mengetahui ada anaknya yang sudah
cukup umur untuk bersekolah namun belum bersekolah, dan
kemudian kami memberikan pengertian dan mengajak
anaknya untuk bersekolah”.

(Informan : Kepala SMP N 1 Nunukan).

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh informan kunci

lain, yang menyatakan bahwa :
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“Jika sudah memasuki tahun ajaran baru kami sering
mengedukasi dan mengajak para orang tua agar anaknya
bersekolah di sekolah kami, ajakan ini biasa kami sampaikan
lewat forum-forum informal seperti pertemuan pengajian,
rapat RT, dan juga pada saat rapat dengan komite sekolah
juga disampaikan agar meneruskan informasi kepada orang
lain bahwa sekolah di tempat kami gratis tidak ada pungutan
biaya sekolah™.

(Informan : Kepala SMP N 1 Nunukan).

2) Hasil wawancara dengan informan pendukung menyatakan
sebagai berikut :
“Sebagai ketua komite, saya beberapa kali pernah ikut
sosialiasi BOS baik yang diselenggarakan oleh Dinas
Kabupaten maupun pihak sekolah, termasuk pada saat
penggajian ada salah satu guru yang menyampaikan terkait
program BOS”
(Informan : Komite SD N 1 Nunukan Selatan).
Pernyataan yang hampir sama juga disampaikan oleh
informan pendukung lain, yang menyatakan bahwa :
“Sosialisasi BOS ini sangat infen dilakukan kalau menurut
saya, pertama saya ikut sosialisasi yang diselenggarakan
Dinas Pendidikan, kemudian di sekolah juga saya lihat
spanduk yang bertuliskan Sekolah Gratis tidak dipungut
biaya, pada forum rapat RT juga disosialisasikan kebijakan
BOS”
(Informan : Komite SMP N 1 Nunukan Selatan).

Dari petikan wawancara tersebut dapat terlihat bahwa upaya
sosialiasi yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
kabupaten Nunukan serta pihak sekolah sudah intensif menggunakan
berbagai metode dan teknik sosialisi, namun demikian masih banyak
metode dan teknik yang berdampak luas yang belum digunakan

seperti, penyebaran brosur/planfet, surat kabar, dan siaran radio.
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Selanjutnya untuk menggambarkan sejauhmana efisiensi BOS
di Kabupaten Nunukan khususnya di SD N 1 Nunukan Selatan dan
SMP N 1 Nunukan dilihat dari indikator kedua yaitu bagaimana proses
pengawasan penyaluran dan pengelolaan BOS, maka di bawah ini
disajikan petikan wawancara dengan informan terkait dengan indikator
kedua tersebut :
1) Hasil wawancara dengan informan kunci menyatakan sebagai
berikut :
“Pengawasan BOS dilakukan secara berlapis, mulai dari
pengawan internal oleh Dinas Pendidikan dan Inspektorat,
kemudian pengawasan ekternal dari BKP dan BPK, serta
pengawasan masyrakat oleh  komite sekolah mapun
masyarakat luas, dan khusus Tahun 2017 kita menggandeng

Kejaksaan dalan hal pengawasan
(Informan : Kadindikbud Nunukan).

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh informan
kunci lain, yang menyatakan bahwa :

“Penggunaan dan BOS ini diawasi oleh banyak
intitusi/lembaga dan masyarakat luas, pokoknya berlapis-
lapis, belum selesai satu lembaga melakukan pengawasan
dan evaluasi datang lembaga lain dengan kepentingan yang
sama”

(Informan : Kepala SMP N 1 Nunukan).

2) Hasil wawancara dengan informan pendukung menyatakan
sebagai berikut :

“Kami sebagai Komite Sekolah juga turut mengawasi
penggunaan dana BOS, selain itu juga kami menjadi obyek
pengawasan dari pengawas jika terjadi permasalahan dan
penggunaan dan pengelolaan dana BOS” .

(Informan : Bendahara SD N 1 Nunukan Selatan).
Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh

informan pendukung lain, yang menyatakan bahwa :




43309.pdf

“Sebagai bendahara sekolah, kami yang paling sering
diawasi, terkadang pengawasan inspektorat befum selesasi
datang BPK, pokoknya mumet Pak”.

(Informan : Bendahara SDN 1 Nunukan Selatan).

Petikan hasil wawancara berdasarkan 2 indikator -efisiensi
kebijakan BOS diketahui bahwa kegiatan sosialisasi dan pengawasan
sudah dilaksanakan secara intensif dan melibatkan beberapa stakeholder
terkait yang menunjukkan adanya efisiensi dalam pengelolaannya. Hal
tersebut sejalan dengan pengertian Efisiensi menurut (Dunn, 2003:609
dan 610) yang menyatakan bahwa “

“Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang
diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas
tertentu.Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas
ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan
usaha, yang terakhir umumnya divkur dari ongkos
moneter.Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya
per unit produk atau layanan.Kebijakan yang mencapai efektivitas
tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien”.

Pengertian lain efisiensi disampaikan Hasibuan (1984;233-4) yang
mengutip pernyataan H. Emerson yaitu
“Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input {(masukan) dan
output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang
dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan
penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa
yang telah diselesaikan.” Selanjutnya menurut Mulyamah (1987;3)
efisiensti adalah : “Efisiensi merupakan suvatu ukuran dalam
membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang-

direalisasikan atau perkataam lain penggunaan yang sebenarnya”
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Dengan uraian hasil dan pembahasan serta dikaitkan dengan
pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa efisiensi pelaksanaan
kebijakan dana BOS disekolah sudah efisien jika dinilai dari segi
pemanfaatannya bagi peserta didik karena dapat memenuhi segala
kebutuhannya dalam kegiatan belajar di sekolah dan opersional sekolah
itu sendiri. Tapi jika dinilai efisiensi pengelolaan di sekolah belum
berjalan maksimal, hal ini disebabkan karena pelaksanaan kebijakan dana
BOS di sekolah yang juga diemban oleh guru sebagai tenaga pengajar
schingga dapat mempengaruhi kinerja dalam pelaksanaan kebijakan dana
BOS tersebut, disamping itu juga karena beban tambahan yang dipikul
tenaga pendidik akan berpengaruh pada kualitas dan kuantitas

pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik.

. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang
telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N.
Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (adequacy) berkenaan dengan
seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau
kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003: 430).

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih
berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi
seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau
kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.Salah satu faktor
yang sangat penting diketahui dalam menentukan keberhasilan atau

kegagalan sebuah program yang dilaksankan adalah kecukupan.
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Aspek ini sangat berpengaruh pada pencapaian tujuan dari pada
kebijakan, apabila aspek kecukupan terpenuhi dalam suatu program,
maka secara otomatis kegiatan yang akan dilaksanakan berjalan dengan
baik dan bisa dipastikan program tersebut akan berhasil meskipun
terdapat kendala dalam program akan tetapi tetap menemukan solusi
dalam penyelesaiannya, apabila sumber daya yang digunakan mendukung
dalam operasionalisme program dan kebutuhan bagi penerima manfaat
program terpenuhi.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tingkat Kecukupan BOS di
Kabupaten Nunukan khususnya di SD N 1 Nunukan Selatan dan SMP N
1 Nunukan digunakan indikator Perbandingan penyediaan dan dengan
kebutuhan biaya penyelenggaraan pendidikan belum sesuai dengan
kebutuhan. Berikut petikan wawancara dengan informan terkait dengan
indikator pertama:

1) Hasil wawancara dengan informankunci menyatakan sebagai

berikut :
“Kalau dilihat dari besaran nilai, memang dana yang kami
terima cukup besar, dimana kami mendapatkan dana BOS
1,3 milyar lebih, namun dengan banyaknya program atau
kegiatan sekolah seperti kegiatan pembelajaran, perlombaan,
kegiatan ekstrakurikuler, penyediaan ATK dan honorarium
guru, dana tersebut hampir setiap tahunnya terpakai dan
habis, tetapi dana yang sudah ada menurut saya belum
mencukupi.
(Informan : Kepala SMP N 1 Nunukan).
Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh informan
kunci lain, yang menyatakan bahwa :

“Tahun ini kami menerima dana BOS kurang lebih 364 juta,
melihat dari pengalaman tahun sebelumnya dana itu selalu
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habis dibelanjakan, tetapi masih banyak kegiatan sekolah
yang belum tercover pembiayaan, oleh karena itu menurut
saya besaran Dana BOS untuk selanjutnya dapat
ditingkatkan disamping itu perlu perluasan penggunaan dana
BOS dalam Juknis sehingga dapat digunakan untuk kegiatan
fisik seperti rehab bangunan dan fasiltas pendukung lainnya,
kalau berharap APBD, berat apalagi kondisi saat ini yang
sedang terjadi badai defisit”.

(Informan : Kepala SD N 1 Nunukan Selatan).

2) Hasil wawancara dengan informan pendukung menyatakan
sebagai berikut :
“Menurut saya, dan BOS yang diterima saat ini belum
mencukupi  kebutuhan operasional sekolah, sudah
semestinya untuk tahun berikutnya harus ditingkatkan”
(Informan : Komite SD N 1 Nunukan Selatan).
Pernyataan yang hampir sama juga disampaikan oleh
informan pendukung lain, yang menyatakan bahwa :
“Soal besaran dana sebenarnya cukup gak cukup ya harus
dicukup-cukupin, namun demikian untuk menunjang
pendidikan yang bermutu ya menurut saya dana BOS perlu
penambahan”
(Informan : Komite SMP N 1 Nunukan Selatan).

Hasil wawancara menggambarkan bahwa dana BOS sangat
bermanfaat dalam operasional sekolah tapi jumlah anggaran dana BOS
yang diterima sekolah dalam membiayai operasional sekolah dirasakan
belum cukup atau memenuhi. Padahal dana yang diterima oleh sekolah
cukup besar karena jumlah siswa yang semakin banyak setiap tahunnya,
sebagaiamana diungkapkan oleh informan berikut :

William N. Dunn (2003:430) menyebutkan beberapa variabel-
variabel yang dapat dijadikan alat untuk melihat kecukupan kebijakan

dengan menggabungkan macam-macam model evaluasi kebijakan
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tersebut, salah satunya adalah kriteria kecukupan. Berdasarkan hasil
wawancara sebagaimana tersebut di atas diketahui bahwa besaran alokasi
dana BOS masih dirasa kurang schingga hal ini dapat berpengaruh
terhadap efektivitas BOS, hal ini sejalan dengan pendapat Hakim (2015 :
4-5) bahwa kecukupan memiliki hubungan dengan efektivitas yang
memprediksi jauh tidaknya alternatif kebijakan yang ada, dapat
memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan
masalah yang terjadi.

Hasil penelitian ini tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian yang
dilakukan oleh Muhammad Firyal Akbar tahun 2016 dengan judul
Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional
Sekolah (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju Utara)
dengan hasil peneltian yang mengungkapkan bahwa besaran alokasi dana
BOS belum mencukupi kebutuhan sekolah sehingga perlu penambahan.
Hal ini sejalan dengan pendapat Dunn dalam Nugroho (2009 : 671) yang
menyatakan bahwa ada 6 (enam) kriteria dalam melakukan melakukan
evaluasi kebijakan, salah satunya kriteria kecukupan. Kecukupan
menentukan seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan
memecahkan masalah. Ketepatan Berkenaan dengan seberapa jauh suatu
tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang
menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menckankan pada
kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan

(Winarno, 2008 : 186).
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Terkait dengan hasil penelitian tersebut manajemen sekolah sudah
selayaknya melakukan refocusing dan optimalisasi pengelolaan dana
BOS serta control yang ketat terhadap penggunaan dana sehingga tidak

terjadi penyimpangan atau pengeluaran anggaran diluar kebutuhan.

. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti
dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan
publik. William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (equity)
erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada
distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda
dalam masyarakat (Dunn, 2003: 434).

Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang
akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan.Suatu program tertentu
mungkin dapat efektif, efisien dan mencukupi apabila biaya manfaat
merata, Kunci dari pemerataan yaitu keadilan atau kewajaran.

Untuk mengetahui sejathmana Tingkat Perataan BOS di
Kabupaten Nunukan khususnya di SD N 1 Nunukan Selatan dan SMP N
I Nunukan digunakan 2 indikator yaitu : Tingkat perlakuan terhadap
pelajar dalam pelayanan pembelajaran dan kesempatan pelajar kurang
mampu dalam memperoleh bantuan pendidikan. Berikut petikan

wawancara dengan informan terkait dengan indikator pertama:
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1) Hasil wawancara dengan informankunci menyatakan sebagai berikut

“Semua peserta didik kita layant dan fasilitasi dalam proses
pembelajaran, tidak kita beda-bedakan, mau dia kaya,
miskin, dsb tetap kita perlakukan sama”
(Informan : Kepala SMP N 1 Nunukan).

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh informan
kunci lain, yang menyatakan bahwa :
“Dalam proses pemberian pelayanan pembelajaran di
sekolah kami tidak pandang bulu, semua peserta didik
mendapat akses pelayanan yang sama”.
(Informan : Kepala SD N 1 Nunukan Selatan).
2) Hasil wawancara dengan informan pendukungmenyatakan sebagai
berikut :
“Menurut saya pelayanan pembelajaran di SD N 1 Nusa ini
tidak membeda-bedakan antara anak orang kaya atau
miskin, pejabat atau oraang biasa, semua sama”
(Informan : Komite SD N 1 Nunukan Selatan).
Pernyataan yang hampir sama juga disampaikan oleh
informan pendukung lain, yang menyatakan bahwa :
“Tidak... menurut saya tidak ada perbedaan perlakukan di
sekolah ini, semua pelajar diperlakukan sama dalam
memperoleh pembelajaran”
(Informan : Komite SMP N 1 Nunukan Selatan).
Berdasarkan petikan hasil wawancara tersebut dapat diketahui
bahwa dari aspek pelayanan pembelajaran tidak ada perlakukan yang
berbeda diantara para peserta didik semua peserta didik mendapat
perlakuan yang sama.

Selanjutnya untuk menggambarkan sejauhmana Perataan BOS

di Kabupaten Nunukan khususnya di SD N 1 Nunukan Selatan dan
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SMP N 1 Nunukan dilihat dari indikator kedua yaitu kesempatan
peserta didik kurang mampu dalam akses bantuan pendidikan, maka di
bawah ini disajikan petikan wawancara dengan informan terkait
dengan indikator kedua tersebut :

1) Hasil wawancara dengan informan kuncimenyatakan sebagai

berikut :

“Setiap tahunnya kami menganggarkan bantuan siswa
miskin kepada siswa yang didasarkan pada hasilpendataan
sebelumnya, baik itu berupa bantuan dana maupun bantuan
seragam dan alat tulis menulis, tetapi karena mengingat
jumlah siswa miskin di sekolah kami tidak seedikit maka
belum semua siswa miskin itu menerima bantuan, jadi kami
berikan secara bertahap per tahun biasanya kami
membelikan mereka baju seragam dan alat tulis menulis
mereka saja.

(Informan : Kepala SMP N 1 Nunukan).

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh informan
kunci lain, yang menyatakan bahwa :
“Disekolah kami juga menyediakan bantuan pendidikan buat
anak-anak kurang mampu, biasanya berupa dana atau dalam
bentuk seragam sekolah atau alat tulis, karena jumliah
terbatas biasanya kami bagi rata”>
(Informan : Kepala SD N 1 Nunukan Selatan).
2) Hasil wawancara dengan informan pendukung menyatakan
sebagai berikut :
“Perhatian terhadap pelajar kurang mampu disekolah ini
sudah cukup baik, walau dengan dana terbatas tetapi masih
mampu member bantuan berupa seragam dan alat tusis
kepada pelajar kurang mampu ™.
(Informan : Bendahara SD N 1 Nunukan Selatan).
Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh

informan pendukung lain, yang menyatakan bahwa :



43309.pdf
101

“Pelajar kurang mampu di sekolah ini juga mendapat
bantuan berupa alat tulis dan baju seragam meskipun tidak
setiap tahun, yang jelas ada perhatian lah”.

(Informan : Bendahara SMP N 1 Nunukann).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas dapat dilihat bahwa
pemerataan penyaluran dana BOS baik dari kriteria pelayanan
pembelajaran maupun bantuan pendidikan siswa kurang mampu dapat
dirasakan merata oleh semua siswa. Hasil penelitian ini tidak javh
berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Firyal
Akbar tahun 2016 dengan judul Evaluasi Kebijakan Program Pemberian
Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di
Kabupaten Mamuju Utara) dengan hasil peneltian yang mengungkapkan
bahwa perataan BOS sudah dapat dirasakan oleh seluruh pelajar. Hal ini
juga sejalan dengan pendapat Dunn dalam Nugroho (2009 : 671) yang
menyatakan bahwa ada 6 (enam) kriteria dalam melakukan melakukan
evaluasi kebijakan, salah satunya criteria perataan. Perataan
mempengaruhi efektivitas kebijakan.

Khusus terkait dengan bantuan bagi pelajar kurang mampu
memang masing mengalami permasalahan dengan jumlah anggaran yang
tersedia, sehingga perlu ada upaya pihak manajemen sekolah dalam
meningkatkan pos anggaran bantuan pelajar kurang mampu melalui
usulan penambahan anggaran BOS maupun menggalang dana dari pihak

lain CSR ataupun dari masyarakat Inas.
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e. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat dikatakan sebagai
respon dari suatu aktivitas terhadap sasaran atas penerapan suatu
kebijakan.Aspek ini merupakan salah satu kriteria yang dinilai dalam
menentukan  keberhasilan  atau  kegagalan  program  yang
dilaksanakan.Dimana responsivitas merupakan salah satu usaha untuk
mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yang
didambakan oleh masyarakat jika kebijakan yang diterapkan dapat
merespon tuntutan dan kebutvhan masyarakat.Sehingga peneliti
berpendapat bahwa responsivitas yang dimaksud dalam penelitian ini
adalah adanya kepuasaan yang dirasakan baik dari pihak pemberi layanan
maupun bagi penerima layanan.Pelayanan yang dimaksud yaitu layanan
dalam hal pendidikan.

Untuk mengetahui sejauhmana Tingkat Responsivitas BOS di
Kabupaten Nunukan khususnya di SD N 1 Nunukan Selatan dan SMP N
1 Nunukan digunakan 2 indikator yaitu : Tingkat kepuasan masyarakat
atas dana BOS dan dampak yang dirasakan atas adanya bos. Berikut
petikan wawancara dengan informan terkait dengan indikator pertama:
Hasil wawancara dengan informan pendukung menyatakan sebagai
berikut :

“Secara umum saya rasa kebijakan BOS sangat membantu
para orang tua, karena orang tua sudah tidak harus
memikirkan biaya yang harus mereka keluarkan dalam
menyckolahkan anaknya, jadi saya rasa program ini sangat

membantu, dan orang tua cukup puas dengan adanya

program ini.
(Informan : Komite SD N 1 Nunukan Selatan).
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Pernyataan yang hampir sama juga disampaikan oleh
informan pendukung lain, yang menyatakan bahwa :
“Dengan adanya kebijakan BOS para orang tua sudah
merasa puas dan senang karena sudah terbantu socal
pembiayaan sehingga dapat menyekolahkan anaknya,
Zaman dulu kalau dulu orang tua yang banyak anaknya
sangat kesusahan jika harus menyekolahkan semua anaknya
karena masalah biaya, namun sekarang lebih ringan biaya
yang harus ditanggung orang tua”
(Informan : Komite SMP N 1 Nunukan Selatan).
Berdasarkan petikan hasil wawancara tersebut dapat diketahui
bahwa dari aspek kepuasan masyarakat atas dana BOS, masyarakat
merasa bahwa BOS sangat membantu orang tua peserta didik terkait
dengan biaya pendidikan dan msyarakat sudah merasa puas dengan
kebijakan BOS tersebut.
Selanjutnya untuk menggambarkan sejauhmana Responsivitas
BOS di Kabupaten Nunukan khususnya di SD N 1 Nunukan Selatan
dan SMP N 1 Nunukan dilihat dari indikator kedua yaitu dampak yang
dirasakan atas adanya dana Bos, maka di bawah ini disajikan petikan
wawancara dengan informan terkait dengan indikator kedua tersebut :
Hasil wawancara dengan informan pendukung menyatakan sebagai
berikut :
“Sebagai guru honorer kami merasa bersyukur dengan BOS,
honor kami lancar diterima setiap bulan, jadi kami bisa lebih
konsentrasi untuk memberikan pembelajaran kepada
pelajaran tidak berpikir lagi kalau bulan depan tidak gajian
gemana harus mendapatkan uang untuk kebutuhan hidup .
(Informan : Guru Honorer SMP N 1 Nunukan).
Pendapat senada juga disampaikan oleh informan pendukung

lain, yang menyatakan bahwa :
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“Dengan adanya BOS beban orang tua pelajar terkait biaya
sekolah sudah tidak terlalu berat, sehingga uvang yang
seharusnya untuk biaya sekolah dapat digunakan untuk
modal usaha”.

(informan : Komite SD N 1 Nunukan Selatan).
Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh
informan pendukung lain, yang menyatakan bahwa :
“Dana BOS berdampak positif bagi orang tua peserta didik,
kami tidak terbebani lagi dengan biaya sekolah anak, saya
melihat juga mutu pendidikannya juga lebih baik™.
(Informan : Komite SMP N 1 Nunukan).

Hasil wawancara tersebut dikaitkan dengan konsep responsivitas
(responsiveness) yakni berkenaan dengan seberapa suatu kebijakan dapat
memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok
masyarakat tertentu (Dunn, 1999 : 610). Hal tersebut juga sejalan dengan
pendapat Dwiyanto, (1995 : 9) yang mentakan bahwa responsivitas
ditujukan untuk menilai respon yang diberikan dalam mendukung
kebijakan, pendapat tersebut juga oleh pendapat Widianati (2015 : 1)
Responsivitas pelayanan publik merupakan bukti instansi pemerintah
untuk mengenali kebutuhan pelanggan sesuai dengan harapan, tuntutan,
dan aspirasi masyarakat.

Bertolak dari hasil dan pembahasan tersebut di atas maka peneliti
menyimpulkan bahwa aspek responsivitas telah terpenuhi dengan cukup
baik. Hal ini dikarenakan pemerintah sangat merespon secara positif
kebijakan pengelolaan dana BOS di sekolah dengan fungsinya sebagai
pengendali kebijakan yang dilakukan sehingga dapat terlaksana dengan

baik dan tepat. Manfaat kebijakan dana BOS ini pun dirasakan oleh orang
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tua siswa dengan mendukung dan tetap memantau jalannya pengelolaan

kebijakan di sekolah.

Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan
pada kuatnya asusmsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. William N.
Dunn menyatakan bahwa kelayakan (appropriateness) adalah kriteria
yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan
rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang
direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak.

Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substansif,
karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau
instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut (Dunn, 2003:499).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Ketepatan BOS di
Kabupaten Nunukan khususnya di SD N 1 Nunukan Selatan dan SMP N
1 Nunukan digunakan 2 indikator yaitu : Peningkatan angka partisipasi
sekolah dan penurunan jumlah siswa-siswi putus sekolah. Berikut petikan
wawancara dengan informan terkait dengan indikator pertama:

1) Hasil wawancara dengan informan kunci menyatakan sebagai
berikut :

“Alkhamdulillah... sejak adanya BOS, animo orang tua

dalam menyekolahkan anak sangat besar, hal ini tampak

pada saat penerimaan peserta didik baru sekolah kami selalu

dibanjiri calon pelajar yang mendaftar berbeda dengan

sebelum adanya BOS >
(Informan : Kepala SMP N 1 Nunukan).
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Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh informan
kunci lain, yang menyatakan bahwa :
“Sejak adanya BOS, rombel sekolah kami siapkan untuk
peserta didik baru selalu penuh bahkan banyak yang tidak
tertampung sehingga harus menambah ruang baru”.
(Informan : Kepala SD N 1 Nunukan Selatan).
2) Hasil wawancara dengan informan pendukung menyatakan
sebagai berikut :
“Saya melihat partisipasi orang tua dalam menyekolahkan
anak semakin besar sejak adanya BOS, dilingkungan kami
tinggal saya perhatikan tidak ada sudah anak-anak usia
sekolah yang tidak sekolah”
(Informan : Komite SD N 1 Nunukan Selatan).
Pernyataan yang hampir sama juga disampaikan oleh
informan pendukung lain, yang menyatakan bahwa :
“Kalau dulu saya perhatikan setiap ruang kelas ada saja
bangku sekolah yang kosong, tetapi sejak ada BOS, hamper
semua ruang terisi penuh pelajar, ini artinya angka
partisipasi sekolahnya meningkat”
(Informan : Komite SMP N 1 Nunukan Selatan).
Berdasarkan petikan hasil wawancara tersebut dapat diketahui
bahwa dari aspek angka partisipasi sekolah meningkat sejak adanya
BOS, untuk mengkonfirmasi hasil wawancara tersebut di atas, data
Angka Partisipasi Sekolah menurut BPS Tahun 2016 dapat dilibat

pada table 4.3. di bawah ini :
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Tabel 4.3
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar
(APK) jenjang SD dan SMP di Kabupaten Nunukan Tahun 2016

APM dan APK
No. | Jenjang Pendidikan
APM APK
1. |SD 90,55 102,61
2. | SMP 75,86 99,08

Sumber : Susenas 2016 BPS Kabupaten Nunukan

Berdasarkan tabel 4.3 tersebut diatas diketahui bahwa Angka
Partisipasi Kasar sekolah di Kabupaten Nunukan untuk SD (102,61%)
dan SMP (99,08 % ), angka ini menunjukan bahwa jumlah peserta
didik (usia sekolah dan orang dewasa) sudah sesuai dengan jumlah
penduduk usia sekolah saat ini untuk jenjang SD dan SMP, namun
berdasarkan Angka Partipasi Murni jumlah peserta didik usia sekolah
baru mencapai 90,55% untuk tingkat SD dan 75,86% untuk tingkat
SMP,menunjukkan bahwa belum semua penduduk usia sekolah
mengenyam bangku pendidikan tingkat SD dan SMP.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi tersebut maka
dapat disimpulkan bahwa angka partisipasi sekolah meningkat sejak
adanya BOS, tetapi belum semua penduduk usia sekolah berpartisipasi
dalam pendidikan jenjang SD dan SMP, hal ini mengindikasikan
adanya permasalahan lain yang dihadapi masyarakat selain masalah
biaya pendidikanDiperlukan penelitian lanjutan untuk mengetahui
faktor-faktor yang menyebabkan angka partisipasi murni sekolah

belum maksimal.
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Selanjutnya untuk menggambarkan sejauhmana Ketepatan BOS
di Kabupaten Nunukan khususnya di SD N 1 Nunukan Selatan dan
SMP N 1 Nunukan dilihat dari indikator kedua yaitu penurunan angka
partisipasi sekolah, maka di bawah ini disajikan petikan wawancara
dengan informan terkait dengan indikator kedua tersebut :
1) Hasil wawancara dengan informan kunci menyatakan sebagai
berikut :
“Di sekolah kami hampir tidak ada peserta didik yang
berhenti sekolah gara-gara biaya pendidikan, kalaupun ada
yang berhenti sekolah biasanya disebabkan masalah lain,
seperti sakit, atau kecelakaan karena pergaulan bebas
sehingga mesti dikawinkan.
(Informan : Kepala SMP N 1 Nunukan).
Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh informan
kunci lain, yang menyatakan bahwa :
“Kalau di sekolah kami yang putus sekolah karena biaya
sekolah sudah tidak ada, kalaupun ada itu karena alasan lain
seperti sakit”
(Informan : Kepala SD N 1 Nunukan Selatan).
2) Hasil wawancara dengan informan pendukung menyatakan
sebagai berikut :
“Menurut saya, sudah tidak ada lagi anak-anak putus
sekolah gara-gara gak punya biaya, sekolah kan gratis
sudah, orang tua tinggal kasih uang jajan saja” .
(Informan :Komite SD N 1 Nunukan Selatan).
Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh
informan pendukung lain, yang menyatakan bahwa :
“Sepengetahuan saya gak ada lagi anak-anak putus sekolah
akibat tidak punya biaya, yang ada anak berhenti sekolah

karena terpaksa dikawinkan”.
(Informan : Bendahara SD N 1 Nunukan Selatan).
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Dari hasil petikan wawancara tersebut diketahui bahwa hampir
tidak ada peserta didik yang putus sekolah, dengan demikian dapat
dikatakan bahwa indikator penurunan angka putus sckolah kebijakan
BOS terpenuhi, sedikit berbeda dengan hasil wawancara di bawah ini

disajikan angka putus sekolah berdasarkan data Disdikbud Nunukan :

Tabel 4.4.
Angka Putus Sekolah Tingkat SD dan SMP
No Satuan T.A. 2015/2016 T.A. 2016/2017
Pendidikan

Laki-Laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan
. | SDN 1 Nusa 0 0 3 2
2 SMP N 1 0 0 1 2

Nunukan

Sumber :Dindikbud Nunukan Tahun 2017

Berdasarkan tabel 5 tersebut di atas diketahui bahwa pada Tahun
Ajaran 2015/2016 tidak ada anmak putus sekolah pada tingkat satuan
pendidikan SD dan SMP, sementara pada Tahun Ajaran 2016/2017
terdapat 5 orang (0,05 %) peserta didik yang putus sekolah pada SD N 1
Nunukan Selatan dan 3 orang (0,04 %) peserta didik pada jenjang SMP.
Jumlah angka putus sekolah tergolong sangat kecil namun demikian tetap
harus medapatkan perhatian yang serius, dari hasil penelurusan kami
mendapatkan informasi bahwa penyebab putus sekolah tersebut bukan
karena biaya pendidikan, tetapi masalah lain yang tidak bias
diungkapkan.

Berdasarkan petikan data angka putus sekolah dan petikan
wawancara terkait kriteria ketepatan dengan indikator peningkatan angka

partisipai sekolah dan penurunan angka putus sekolah sebagaimana
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tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa kebijakan BOS tepat bagi
masyarakat khususnya terkait bidang pendidikan. Hal ini sejalan dengan p
oleh Suhamo (1995 : 64), bahwa ketepatan adalah kemampuan seseorang
untuk mengarahkan gerak kepada sasaran atau target yang ditentukan.
Ketepatan merupakan faktor yang diperlukan seseorang untuk mencapai
target yang diinginkan. Ketepatan sangat dipengaruhi oleh koordinasi,
besaran target dan teknik. Sedangkan menurut Sajoto (1995 : 9) ketepatan
adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan gerakan-gerakan
bebas terhadap suatu sasaran, ketepatan merupakan faktor yang
diperlukan seseorang untuk mencapai target yang diinginkan. Seseorang
yang dimaksud dalam pernyataan tersebut dapat disejajarkan dengan
kelompok atau organisasi.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian terdahulu yang
dilakukan oleh Muhammad Firyal Akbar tahun 2016 dengan judul
Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional
Sekolah (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju Utara)
dengan hasil penelitian menyatakan bahwa kebijakan BOS sudah tepat
bagi masyarakat.

Uraian tersebut diatas menggambarkan hasil evaluasi kebijakan
BOS dilihat dari capaian tujuan kebijakan, sementara jika dilihat dari
aspek teknis dan prosedural pelaksanaan kebijakan BOS masth terdapat
beberapa permasalahan sebagaimana uraian pada latar belakang,
diantaranya: Masih sering terjadi keterlambatan penyaluran dana BOS ke

beberapa Sekolah, masih terdapatnya saldo sisa dana yang belum
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digunakan pada rekening bendahara dana BOS di sekolah yang
mengindikasikan kekurang mampuan manajemen sekolah dalam
mengelola dana BOS, realisasi penggunaannya tidak dibuat laporan
rekapitulasi klasifikasi jenis belanja sehingga tidak dapat diidentifikasi
realisasi per jenis belanja sesuai dengan jenis belanja pada laporan
keuangan daerah, permasalahan tersebut mengakibatkan pendapatan,
belanja dan asset yang bersumber dari dana hibah langsung ke sekolah
(BOS) tidak dapat dikonsolidasikan pada laporan keuangan pemerintah
daerah, dan belum tersedianya Petunjuk Teknis yang lebih operasional /
Standard Operasional Prosedur (SOP) penatausahaan keuangan BOS.
Untuk mengkaji lebih dalam kenapa dan mengapa timbul
permasalahan teknis dan prosedural pelaksanaan kebijakan BOS, maka
dilakukan penggalian data dan informasi dari beberapa informan,
observasi langsung dan studi dokumentasi, dengan hasil sebagai berikut :
a. Masih sering terjadi keterlambatan penyaluran dana BOS ke
beberapa Sekolah :
Pelaksanaan BOS di SD N 1 Nunukan Selatan dan SMP N 1 Nunukan
tidak mengalami keterlambatan penyaluran dana, namun dibeberapa
sekolah di Kabupaten masih ada yang mengalami keterlambatan, hal
ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Informan
Kunci :
“Penyaluran dana BOS ke sekolah sudah sésuai jadwal
khususnya untuk SD N 1 Nunukan Selatan dan SMP N 1
Nunukan, memang ada beberapa sekolah yang mengalami

keterlambatan hal ini disebabkan oleh keterlambatan
penyerahan laporan realisasi keuangan triwulan sebelumnya
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sehingga pencairan dana untuk triwulan betjalan menunggu
laporan diserahkan”
(Informan : Kepala Disdikbud Nunukan).

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh informan lain,
yang menyatakan bahwa :

“Masalah utama yang sering menyebabkan keterlambatan
penyaluran dana disebabkan oleh terlambatnya penyerahan
laporan oleh sekolah, keterlambatan penyerahan laporan ini
disebabkan oleh kemampuan SDM manajemen BOS sekolah
dalam administrasi keuangan yang masih kurang”

(Informan : Manajer BOS / Sekretaris Disdikbud Nunukan).

Dari hasil petikan wawancara tersebut diketahui bahwa
keterlambatan penyerahan dan BOS dibeberapa sekolah disebabkan oleh
kemampuan SDM manajemen BOS sehingga  perlu ada upaya

meningkatkan kapasitasnya melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan

yang intensif khususnya terkait dengan administrasi keuangan.

b. Masih terdapatnya saldo sisa dana yang belum digunakan pada
rekening bendahara dana BOS di sekolah
Untuk menganalisis kenapa bisa terjadi permasalahan ini
maka dilakukan wawancara dengan beberapa informan, dengan hasil
sebagai berikut ::

“Setiap akhir tahun anggaran kami melakukan pemeriksaan
internal, memang masih terdapat beberapa sekolah yang
saldo anggarannya pada akhir tahun masih ada dan belum
digunakan, sebagian besar saldo anggaran berupa kelebihan
pagu dalam penyusunan RKAS sehingga sisanya tidak bisa
digunakan kecuali RKAS dirubah, selain itu juga terdapat
sisa anggaran yang memang betul-betul kegiatan tidak
dilaksanakan dengan alasan waktunya mepet, nilai
satuannya tidak sesuai, dsb”

(Informan : Kepala Disdikbud Nunukan).



43309.pdf
113

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh informan lain,
yang menyatakan sebagai berikut :
“Di sekolah kami (SD N 1 Nunukan Selatan) untuk anggaran
dana BOS 2016 hingga akhir tahun memang ada sisa anggaran
dalam rekening sekolah, ada kegiatan yang hingga akhir tahun
belum selesai sehingga tidak kami bayarkan, disamping itu
juga karena penghematan beberapa item pekerjaan”
(Informan : Kepala SD N 1 Nunukan selatan).
“Untuk SMP N 1 Nunukan dana BOS 2016 hingga akhir tahun
memang ada sisa anggaran dalam rekening sekolah, tetapi sisa
anggaran tersebut hanya berupa kelebihanan pagu anggaran
(penghematan belanja)”
(Informan : Kepala SMP N | Nunukan).

Dari hasil petikan wawancara tersebut diketahui bahwa masih
masih terdapat beberapa sekolah yang belum mampu membelanjakan
dananya, hal ini tampak dari saldo anggaran pada akhir tahun yang masih
ada dan belum dibayarkan atau dibelanjakan. Permasalahan ini
mengindikasikan kekurang mampuan manajemen sckolah dalam
mengelola dana BOS baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, maupun
pengawasannya.

Jika pihak manajemen BOS mampu menggunakan dananya secara
optimal maka dapat mendukung pencapaian tujuan kebijakan BOS,
sehingga perlu ada upaya peningkatan kapasitas SDM manajemen BOS
dengan pendidikan dan latihan serta pengawasan dan pengendalian yang

intensif dari Disdiknas kabupaten.
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c. Laporan realisasi anggaran tidak mencantumkan klasifikasi jenis
belanja
Untuk menganalisis kenapa bisa terjadi permasalahan ini
maka dilakukan wawancara dengan beberapa informan, dengan hasil
sebagai berikut ::
“Standar pelaporan anggaran BOS ditetapkan oleh
Pemerintah Pusart, sehingga ada perbedaan standard
akuntasi dengan Pemda. Yang dijadikan acuan olch
majemen BOS adalah Juknis dari Kemendiknas, ketika
dilakukan konsolidasi dengan sistem pelaporan keuangan
daerah maka tidak sinkron”
(Informan : Kepala Disdikbud Nunukan).
Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh informan lain,
yang menyatakan sebagai berikut :
“Tidak dimaksukkan laporan realisasi BOS per klasifikasi
belanja ini sudah sesuai Juknis BOS Pusat, namun demikian
ketika dikonsolidasi dengan SIMDA Nunukan terjadi tidak
sinkron karena SIMDA memuat realisasi anggaran sampai
detail rincian belanja”
(Informan : Manajer BOS/ Sekretaris Disdikbud Nunukan).
Dari hasil petikan wawancara tersebut diketahui bahwa tidak
dimuatnya laporan realisasi per rincian obyek belanja ini sesuai dengan
JUKNIS BOS Pusat, sementara dalam SIMDA Nunukan dibutuhan
laporan realisasi sampai dengan rincian obyek belanja, hal ini yang
menjadi temuan BPK sehingga direkomendasikan untuk dilakukan
harmonisasi peraturan/pedoman penatausahaan keuangan.

Dibutuhkan sebuah kebijakan agar dasar hukum pencatuman

klasifikasi obyek belanja pada laporan jelas serta meningkatkan ketaatan
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dan kepatuhan manajemen BOS dalam penyusunan laporan realisasi

anggaran BOS sesuai dengan rekomendasi BPK.

d. Belum tersedia JUKNIS penatausahaan keuangan BOS

Permasalahan ini berkaitan dengan permasalahan pada point
c di atas, karena ketiadaan JUKNIS / SOP ini yang menyebabkan
standar pelaporannya belum sesuai dengan SIMDA Kkabupaten,
disamping itu menyebabkan kebingungan manajemen BOS dalam
melaksanakan kegiatan karena JUKNIS BOS Pusat masih bersifat
umum belum membahasan standar/prosedur secara detail.

Dengan belum terdapatnya JUKNIS / SOP yang dijadikan
sebagai operasional ini, antar manajemen BOS / antar sekolah dalam
memahami ketentuan JUNKIS BOS Pusat ada perbedaan, sehingga
perlu dan amat mendesak untuk dibuat JUKNIS / SOP sebagaimana

dimaksud.

2. Faktor yang Mendukung dan Menghambat Pelaksanan BOS
a) Faktor yang Mendukung
1) Hasil dari wawancara dengan informan kunci, menyatakan sebagai
berikut :

“Menurut saya faktor yang sangat mendukung keberhasilan
pelaksanaan kebijakan BOS diantaranyaadalah : Komunikasi
yang efektif antar stakeholder terkait dimana saat ini
komunikasi semakin mudah tidak ada batasan waktu dan jarak
dengan media komunikasi yang ada saat ini, komitmen dan
kerjasama yang kuat pihak Manajemen sekolah juga menjadi
pendukung keberhasilan BOS”

(Informan : Kadindikbud Nunukan)
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Pernyataan senada juga disampaikan informan Kunci
lainnya, sebagai berikut :
“Kalau saya mengamati faktor yang mendukung keberhasilan
pelaksanaan kebijakan adalah jiwa kerjasama yang dimiliki
para guru dan staf adminitrasi sekolah serta substansi kebijakan
BOS yang memang berpihak ke masyarakat dalam mengatasi
masalah terkait biaya pendidikan”.
(Informan : Kepala SD N 1 Nunukan Selatan)
2) Hasil dari wawancara dengan informan pendukung, menyatakan
sebagai berikut :
“Kalau menurut saya, kerjasama menjadi faktor pendukung
keberhasilan pelaksanaan BOS, disamping itu juga kejelasan
pedoman teknis BOS”
(Informan :Komite SD N 1 Nunukan Selatan)
Pernyataan yang hamper sama juga disampaikan informan
pendukung lainnya, sebagai berikut :
“Menurut saya, faktor pendukung keberhasilan BOS yang
paling utama adalah komitmen dari manajemen BOS, kalau
komitmennya kuat insyaallah pelaksanaan BOS akan lancar,
tidak ada penyimpangan”.
(Informan : Komite SMP N 1 Nunukan)

Berdasarkan petikan hasil wawancara tersebut di atas diketahui
yang menjadi faktor penghambat adalah kerjasama dan komitmen.
Kerjasama merupakan sinergisitas kekuvatan dari beberapa orang dalam
mencapai satu tujuan yang diinginkan. Kerjasama akan menyatukan
kekuatan ide-ide yang akan mengantarkan pada kesuksesan (Bachtiar 2004
: 15), sementara komitmen adalah kemampuan dan kemauan untuk
menyelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan tujuan

organisasi. Hal ini mencakup caracara mengembangkan tujuan atau
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memenuhi kebutuhan organisasi yang intinya mendahulukan misi
organisasi dari pada kepentingan pribadi (Soekidjan, 2009 : ).

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa faktor yang mendukung keberhasilan BOS di Sd N 1
Nunukan Selatan dan SMP N 1 Nunukan Selatan adalah : Komitmen yang
kuat pihak manajemen sekolah, jiwa kerja sama dan substansi kebijakan

yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Faktor yang Menghambat
1) Hasil dari wawancara dengan informan kunci, menyatakan sebagai
berikut :

“Menurut saya faktor yang menghambat keberhasilan
pelaksanaan kebijakan BOS di Nunukan diantaranya adalah
:Keterbatasan sumberdaya manusia yang kompeten dibidang
administrasi keuangan dan informasi teknologi, Sarana
pendukung sekolah yang terbatas (komputer, jaringan internet,
media penyebaran informasi), dan peran serta orang tua murif
yang kurang aktif khususnya dalam perencanaan dan
pengawasan”

(Informan : Kadindikbud Nunukan)

Pernyataan sepnada juga disampaikan informan Kunci
lainnya, sebagai berikut :

“Kalau saya mengamati faktor yang menghambat keberhasilan
pelaksanaan kebijakan BOS adalah terbatasnya sarana sekolah
dan terbatasnya guru dan tenanag administrasi yang menguasi
administrasi keuangan dengan baik”.

(Informan : Kepala SMP N 1 Nunukan)

2) Hasil dari wawancara dengan informan, menyatakan sebagai
berikut :
“Kalau menurut saya, peranserta orangtua peserta didik yang

masih belum aktif menjadi faktor penghambat keberhasilan
pelaksanaan BOS, kami sebagai bagian dari Komite sekolah
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sudah berusaha memberikan edukasi dan sosialisasi ke mereka,
namun samapai saat ini peransertanya belum tampak”
(Informan : Komite SD N 1 Nunukan Selatan)

Pernyataan yang hampir sama juga disampaikan informan
pendukung lainnya, sebagai berikut :

“Menurut saya, faktor pendukung penghambat keberhasilan
BOS yang paling utama ketersediaan sarana sekolah dan SDM
yang belum memadai dalam pengelolaan BOS, mestinya
pengelola BOS di sekolah ditangani oleh orang professional
selain guru sehingga tidak mengganggu aktivitas
pembelajaran”.

(Informan : Komite SMP N 1 Nunukan)

Berdasarkan petikan hasil wawancara tersebut di atas dapat
ditarik kesimpulan bahwa faktor yang menghambat keberhasilan
BOS di SD N 1 Nunukan Selatan dan SMP N 1 Nunukan Selatan
adalah : Keterbatasan sumberdaya manusia sekolah yang kompeten
dibidang administrasi keuangan dan Informasi Teknologi,
keterbatasan sarana penunjang (komputer, internet, dan media
penyebaran informasi), dan peranserta orang tua peserta didik yang
kurang aktif.

Menurut Susilo (2002:3) “sumber daya manusia adalah
pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam
usaha mewujudkan visi dan misi dan tujuannya”. "Sumber daya
manusia harus didefinisikan bukan dengan apa yang sumber daya
manusia lakukan, tetapi apa yang sumber daya manusia hasilkan”,
sebagaimana yang dikemukakan oleh Ulrich dalam (Mathis dan
Jackson, 2002:4). Maka dari itu, Sumber Daya Manusia

merupakan faktor yang penting bagi setiap usaha. Sumber daya
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manusia yang berkualitas akan menentukan kejayaan atau

kegagalan dalam persaingan (Tambunan,2003:15).

Menurut Arikunto (1993 : 82) dalam bukunya Organisasi
dan Administrasi " Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang
diperlukan dalam proses belajar-mengajar, baik yang bergerak
maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan
dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, efisien". Sarana
sekolah meliputi semua peralatan serta perlengkapan yang
langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Contoh:
gedung sekolah, ruangan, meja, kursi, alat peraga dan lain-lain.
Sedangkan prasarana sekolah merupakan semua komponen yang
secara tidak langsung menunjang jalannya proses belajar mengajar
atau pendidikan di sekolah. Sebagai contoh: jalan menuju sekolah,
halaman sekolah, tata tertib sekolah, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara dikaitkan dengan pendapat di atas,

maka sumberdaya manusia dan sarana prasarana menentukan

keberhasilan pelaksanaan BOS.

Untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan kebijakan BOS,
maka hal yang mesti dilakukan adalah mengatasi dan mengeliminir faktor
yang menghambat serta mempertahankan dan meningkatkan faktor
pendukung sehingga kebijakan BOS dapat dilaksanakan secara efektif dan
efisien yang pada akhirmya akan mendukung tercapainya tujuan

sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan BOS sebelumnya.
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BABYV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik

kesimpulan, sebagai berikut :

1. Kebijakan BOS

BOS merupakan sebuah kebijakan publik yakni keputusan yang
ditetapkan dan dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan
permasalahan publik dengan tujuan untuk membiayai operasional kegiatan
sekolah dan membebaskan pungutan pada peserta didik demi tercapianya
peningkatan akses dan mutu pendidikan.

Ditinjau dari aspek implementasi kebijakan BOS di Pulau
Nunukan (SD N 1 Nunukan Selatan dan SMP N 1 Nunukan), dapat
disimpulkan bahwa impelementasi kebijakan BOS sudah terlaksana
dengan baik, hal ini terlihat dari seluruh tahapan kegiatan yang ditentukan
dalam petunjuk teknis BOS sudah dilaksanakan, diantaranya : Penetapan
Organisasi pelaksana, penetapan alokasi, penyaluran dana, penggunaan
dana, dan pertanggung jawaban BOS.

Terkait dengan pelaksanaan kebijakan BOS secara prosedural
masih mengalami beberapa permasalahan diantaranya : Masih terjadi
keterlambatan penyaluran BOS ke sekolah, masih terdapat saldo kas pada
akhir tahun anggaran, laporan realisasi anggaran belum mencantumkan

rincian obyek belanja, dan belum adanya JUKNIS / SOP BOS.

120
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2. Evaluasi Kebijakan BOS

Secara umum hasil evaluasi kebijakan BOS menunjukan bahwa
pelaksanaan Kebijakan BOS sudah mencapai tujuan yang ditetapkan
sebelumnya dalam Petunjuk Teknis Bos yaitu Membebaskan pungutan
bagi seluruh peserta didik SD Negeri dan SMP Negeri terhadap biaya
operasional sekolah serta membebaskan pungutan bagi seluruh peserta
didik miskin dalam bentuk apapun, baik sekolah negeri maupun swasta.

Berdasarkan 6 (enam) kriteria evaluasi kebijakan publik yang
digunakan, yattu : Efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas
dan ketepatan, 5 (lima) kriteria diantaranya sudah baik dan sesuai dengan
tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam kebijakan BOS, kecuali kriteria
kecukupan yang dinilai bahwa besaran alokasi dana BOS per peserta
didik belum mencukupi biaya operasional sekolah schingga perlu
peningkatan jumlah dana BOS per peserta didik.

Selanjutnya berdasarkan kriteria ketepatan didasarakan pada hasil
wawancara dan data Angka Partisipasi Kasar Sekolah sudah memenuhi
kriteria ketepatan, tetapi berdasarkan Angka Partisipasi Murni Sekolah
menunjukan belum semua anak usia sekolah di Nunukan yang mengikuti
pendidikan, hal ini menunjukkan bahwa ada faktor lain selain biaya yang
dihadapi masyarakat terkait dengan keikutsertaan dalam pendidikan.
Untuk mengetahui faktor penyebabnya perlu dilakukan penelitian lebih
lanjut.

Dilahat dari aspek teknis dan prosedural pelaksanaan kebijakan

BOS belum cukup baik, ini dilihat dari : Masih terjadi keterlambatan
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penyaluran BOS ke sekolah, masih terdapat saldo kas pada akhir tahun
anggaran, laporan realisasi anggaran belum mencantumkan rincian obyek
= belanja, dan belum adanya JUKNIS / SOP BOS yang lebih operasional,
permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya :
Kualitas SDM pelaksana BOS yang masih rendah, pengawasan dan
pendampingan yang belum efektif, serta belum adanya kebijakan

pemerintah daerah tentang sistem penatausahaan keuangan BOS.

3. Faktor yang Mendukung dan Menghambat Pelaksanan BOS
a. Faktor Pendukung
Faktor pendukung pelaksanaan kebijakan BOS diantaranya
Komitmen yang kuat dan Kerjasama antara staf guru yang mau saling
membantu untuk melakukan proses dari perencanaan pembuatan
Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan proses
pelaporan meliputi pengarsipan data keuangan, serta substansi
kebijakan BOS itu sendiri yang dinilai berpthak kepada kebutuhan

masyarakat akan solusi biaya pendidikan.

‘ b. Faktor Penghambat
Kurangnya sumber daya aparatur yang memahami tentang administrasi
keuangan dan informasi teknologi meruapakan faktor penghambat

dalam pelaksanaan program dana BOS, selain itu peran serta wali

murid yang masih kurang juga menjadi kendala karena dengan
keterlibatan walimurid juga membantu proses kelancaran dalam

pelaporan sehingga kedepannya dana BOS bisa diarahkan tepat
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sasaran, disamping itu keadaan fasilitas sekolah yang dirasakan belum
memadai (komputer, jaringan internet, dan media penyebaran

informasi) sehingga mempengaruhi implementasi BOS secara umum.

B. SARAN
1. Teoritis
Bebeberapa topik penelitian lanjutan yang bisa .diangkat oleh para
peneliti sebagai terkait kebijakan BOS adalah sebagai berikut :

a. Disarankan bagi peneliti lain agar dapat melakukan analisis yang lebih
mendalam terkait dengan Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat
capaian Angka Partisipasi Murni (diluvar BOS) Sekolah di Kabupaten
Nunukan.

b. Disarankan kepada Peneliti selanjutnya untuk mengetahui sejauhmana
dampak kebijakan BOS terhadapat kualitas pendidikan, baik dampak
positif dan negatif agar dapat melakukan penelitian dengan topik

Dampak BOS terhadap kualitas pendidikan

2. Praktis
a. Kebijakan BOS ditetapkan oleh pemerintah dengan kajian yang cukup
dalam guna memecahkan persoalan yang dihadapai oleh masyarakat
terkait dengan pembiayaan pendidikan dan mendukung tercapainya
program pendidikan nasional, sehingga sangat layak dikatakan bahwa
BOS merupakan sebuah kebijakan publik yang baik dan perlu
diteruskan  pelaksanaannya dengan sedikit revisi subtansi

kebijakannya. Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Pendidikan
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dan Kebudayaan perlu melakukan revisi atas pedoman teknis BOS
terutama pada ketentuan cakupan penggunaan dana BOS agar dapat
diperluan, sehingga dana BOS dapat digunakan untuk menbiayai
kegiatan fisik sarana prasarana sekolah seperti rehab bangunan dan
fasilitas penunjang lainnya, serta diharapkan besaran alokasi dana BOS
per siswa dapat ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan operasional

sekolah.

. Untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan prosedur pelaksanaan

kebijakan BOS disarankan agar dilakukan peningkatan kualitas SDM
pengelola BOS melalui kegiatan sosialisasi yang intensif, pendidikan
dan pelatihan khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan, perlu
dilakukan pengawasan dan pendampingan yang efektif dengan
melibatkan stakeholder lainnya, serta perlu ditetapkan kebijakan
pemerintah daerah (Peraturan Bupati) tentang Standar Penatausahaan

Keuangan BOS sebagai dasar penyusunan JUNKIS dan SOP.

c. Untuk mengatasi kendala atan faktor penghambat pencapaian tujuan

BOS disarankan hal-hal sebagai berikut :

1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan perlu
menyelenggarakan program peningkatan kapasitas sumberdaya
manusia pengelola BOS yakni peningkatan kompetensi
administrasi keuangan dan informasi teknologi atau mengusulkan
penambahan pegawai dengan membuka formasi penerimaan
pegawai kontrak dengan kompetensi sebagaimana dimaksud,

disamping itu juga perlu pemenuhan fasilitas penunjang kegiatan di
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setiap satuan pendidikan berupa pengadaan computer, jaringan
internet dan media penyebaran informasi seperti Website Sekolah.
Manajemen BOS tingkat sekolah selalu menggunakan pedoman
atau petunjuk teknis kegiatan BOS dalam pelaksanaan BOS,
dengan cara membaca dan memahami mekanisme, prosedur dan
ketentuan yang ada dalam JUKNIS dan selanjutnya
menerapkannya dalam pelaksanaan kegiatan BOS.

Orang tua peserta didik dan masyarakat umum untuk aktif
berpartisipasi dalam perencanaan dan pengawasan BOS, dengan
keaktifan para kepala sekolah dan Komite Sekolah mengundang
secara rutin dalam perencanaan dan melibatkannya dalam

pengawasan BOS tersebut.
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Lampiran 1

PANDUAN WAWANCARA
(Guide Interview)

Judul Penelitian : Evaluasi Kebijakan Penyaluran dan Pengelolaan

Dana BOS di Pulau Nunukan Kabupaten Nunukan

L

KEBIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

A. Bagaimana Kebijakan Bantuan Operastonal Sekolah (BOS) ?

B. Bagaimana Implementasi Kebijakan Operasional Sekolah ?

1. Bagaimana kesiapan Organisasi Pelaksana BOS Kabupaten dan
Sekolah ?

Bagaimana penetapan Alokasi BOS ?

Bagaimana penyaluran dana BOS ?

Bagaimana penggunaan da BOS ?

A ol

Bagaimana pertanggungjawaban BOS ?

II. EVALUASI KEBIJAKAN

A.

Kriteria : Efektifitas
(Capaian terhadap hasil yang diharapkan)

1. Sejauhmana pelaksanaan program bos mencapai tujuan untuk
membebaskan biaya pendidikan dan membantu operasional sekolah ?

2. Bagaimana realisasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah ?

Kriteria : Efisiensi
(Seberapa banyak usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan)

1. Sejauh mana upaya sosialisasi yang dillakukan ?

2. Bagaimana proses pengawasanpenyaluran dan pengelolaan dana BOS ?

Kriteria : Kecukupan

(Seberapa jauh pencapaian hasil dalam pemecahan masalah)

1. Bagaimana perbandingan antara penyediaan dana dengan kebutuhan

biaya untuk penyelenggaraan pendidikan ?

Kriteria : Perataan

(Tingkat pemerataan pada kelompok yang berbeda)
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1. Bagaimana tingkat perlakuan terhadap pelajar dalam proses layanan
pembelajaran ?
2. Sejauhmana kesempatan siswa-siswi yang kurang mampu dalam

mendapatkan bantuan pendidikan ?

Kriteria : Responsivitas

(Tanggapan sejauhmana dapat terpenuhi kepuasan kebutuhan)

1. Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat atas Dana BOS ?

2. Bagaimana dampak yang dirasakan atas adanya Dana BOS ?

Kriteria : Ketepatan

(Sejauhmana hasil yang dicapai mendatangkan manfaat)

1. Bagaimana peningkatan angka partisipasi sekolah ?

2. Bagaimana penurunan jumlah siswa-siswi putus sekolah ?

. | Faktor penyebab permasalahan prosedural pelaksanaan BOS

1. Masih terjadi keterlambatan penyaluran BOS ke sekolah,

2. Masih terdapat saldo kas pada akhir tahun anggaran,

3. Laporan realisasi anggaran belum mencantumkan rincian obyek
belanja,

4. Belum adanya JUKNIS / SOP BOS yang lebih operasional

FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PELAKSANAAN
PENYALURAN DAN PENGELOLAAN DANA BOS

1. Faktor apa saja yang menjadi pendukung pelaksanaan BOS ?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan BOS 7
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Operasional Sekolah (BOS) ?

untuk meningkatkan aksespendidikan sebagai salah
satu prioritas pembangunan nasional, dengan
adanya Bos dapat membantu biaya operasional
sekolah dan membebaskan pungutan biaya
operasional bagi peserta didik. Apalagi pada kondisi
saat ini dimana daerah sedang mengalami defisit
anggaran, dana BOS sangat dibutuhkan.BOS tidak
diberikan secara langsung kepada siswa seperti pada
bentuk pengalokasian dana Bantuan Khusus Siswa
Miskin, BOS di salurkan melalui rekening sekolah
yang kemudian dikelola oleh sekolah.BOS
merupakan kebijakan lanjutan dari program Jaring
Pengaman Sosial (JPS) untuk bidang pendidikan
yang diterapkan oleh pemerintah pada era tahun
1998-2003. Jadi menurut saya kebijakan ini sangat
baik tinggal bagaimana kita mengawal dan
mengawasi dalam pelaksanaan sehingga tidak
terjadi kebocoran, penyimpangan, atau penggunaan
dana diluar peruntukannya (Informan : Kadindikbud
Nunukan)

Kebijakan BOS ini sangat membantu sekali untuk
membiayai kegiatan operasional sekolah, seperti
pembelian buku bahan ajar, pengadaan alat tulis dan
peraga pembelajaran, pembayaran gaji guru dan
tenaga administrasi, dll (Informan : Kepala SDN 1

Jawaban/Keterangan
No Pertanyaan Wawancara Informan Kunci Informan Pendukung
A | KEBIJAKAN BOS
1 Bagaimana Kebijakan Bantuan | Kebijakan BOS ini dilatarbeiakangi oleh keinginan | Dengan adanya BOS, kami selaku wali murid merasa

sangat terbantu khususnya soal biaya anak sekolah,
tinggal kita memikirkan beli baju seragam, ongkos
taxi dan vang jajan anak, walaupun kadang-kadang
masih ada pungutan untuk membiayai kegiatan
tertentu yang tidak tercakup BOS itupun atas
kesepakatan bersama, dan kami pikir masih wajarlah

(Informan : Ketua Komite SD N 1 Nunukan Selatan)

Sebagai Ketua Komite Sekolah sekaligus sebagai
orang tua peserta didik, sejak adanya BOS saya
merasa tidak terbebani dengan biaya pendidikan anak
karena sudah tidak ada pungutan lagi, saya melihat
juga fasilitas belajar sudah lebih baik, buku-buku
pelajaran sudah lengkap, anak-anak yang berhenti
sekolah juga berkurang, kalaupun ada saya yakin
bukan karena biaya tetapi alasan lain.

(Informan : Ketua Komite SMP N 1 Nunukan)

Sejak adanya BOS, perlengkapan yang dibutuhkan
untuk pembelajaran tersedia dengan jumlah dan
kualitas yang memadai.Gaji teman-teman guru
honorer dan tenaga administrasi juga lancar dibayar
dan tidak pernah ngadat, setiap penerimaan peserta
didik baru juga selalu penuh sesuai dengan kapasitas
rombel yang disediakan,

(Informan : Guru Kelas SMP N 1 Nunukan)
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No Pertanyaan Wawancara

Jawaban/Keterangan

Informan Kunci

Informan Pendukung

Nunukan Selatan)

Dengan adanya BOS pungutan biaya sekolah untuk
membiayai kegiatan operasional sekolah tidak
dilakukan lagi di sekolah kami, semua biaya
operasional dibebankan pada dana BOS (Informan :
Kepala SMP N 1 Nunukan)

B | IMPLEMENTASI BOS

1 |Bagaimana kesiapan
Organisasi Pelaksana BOS
Kabupaten dan Sekolah ?

Organisasi Pelaksana BOS Kabupaten Nunukan
yang terdiri dari Tim Bos Kabupaten Nunukan dan
Tim Bos Sekolah ditetapkan oleh Bupati setiap
awal tahun anggaran yakni pada bulan Januari.
Penetapan ini berupa Surat Keputusan Bupati yang
didalamnya memuat struktur keanggotaan dan
uraian tugas.Penentuan anggota yang tergabung
dalam Tim disesuaikan dengan ketentuan Petunjuk
Teknis BOS”.

(Informan : Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Nunukan)

Bagaimana penetapan Alokasi
BOS?

Proses penetapan alokasi Bos dimulai dari kegiatan
pendataan, untuk mulai kegiatan pendataan ini telah
dilakukan sosialisasi tentang tatacara pengisian
formulir pendataan kepada para peserta didik,
pendidik dan tenaga kependidikan di semua sekolah
di Kabupaten Nunukan.Kegiatan selanjutnya adalah
rekonsiliasi data dengan Tim Bos Provinsi dan
kabupaten juga telah dilakukan di awal tahun dan

Kami para guru telah mengikuti sosialisasi terkait
BOS, kami juga terlibat langsung dalam pendataan
serta pengisian formulir yang dibutuhkan sesuai
petunjuk teknis, jelasnya seluruh tahapan sudah
dilalui, buktinya riilnya untuk tahun ini dana BOS
sudah cair, berarti sudah pasti alokasinya sudah
ditetapkan,

(Informan : Guru SD N 1 Nunukan Selatan).
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Pertanyaan Wawancara

Jawaban/Keterangan

Informan Kunci

Informan Pendukung

penetapan alokasi Bos Provinsi dan Kabupaten.
Pada prinsip tahapan kegiatan dalam penetapan
alokasi Bos di Kabupaten Nunukan telah dilakukan
dengan baik” (Informan : Kadis Pendidikan dan
Kebudayaan Nunukan).

Sekolah kami sebagai salah satu sekolah yang
menurut ketentuan Pedoman Teknis Bos memenuhi
syarat memperoleh dana BQS setiap tahun,
termasuk pada tahun ini 2017 mendapat alokasi
dana BOS sesuai dengan banyaknya jumlah peserta
didik, terkait proses/tahapan kegiatan yang
dilakukan dalam penetapan alokasi BOS, semua
tahapannya telah dilaksanakan.

(Informan : Kepala SMP N 1 Nunukan).

Bagaimana penyaluran dana
BOS ?

Penyaluran dana BOS ke rekening sekolah telah
dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan dalam
pedoman teknis BOS dengan besaran sesuai
dengan alokasi masing-masing sekolah tanpa ada
potongan / pungutan, kalau pun terjadi
keterlambatan paling hanya beberapa hari,
keterlambatan ini biasanya terjadi karena pejabat
yang bertanda tangan sedang dinas luar atau
system komputerasi sasi sedang error”

(Informan : Ketua Tim Pelaksana BOS

Kabupaten).

Dana Bos masuk ke rekening sekolah kami sesuai
dengan jadwal, tidak ada potongan dan pengurusan
administrasi pencairannya juga tidak berbelit-

“Penyaluran dana BOS dilakukan sesuai jadwal yang
ditentukan dalam Juknis BOS, yakni tahap 1 20 %,
tahap II 40 %, tahap III 20 % dan sudah diterima
masing- masing sekolah, sementara untuk tahap IV.
sebesar 20 % untuk tahun 2017 belum disalurkan
menunggu triwulan IV berjalan”

(Informan : Bendahara Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Nunukan).
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Jawaban/Keterangan
No Pertanyaan Wawancara Informan Kunci Informan Pendukung
belit... yah pokoknya mudahlah cairnya”
(Informan : Kepala SMP N 1 Nunukan}
4 | Bagaimana penggunaan dana “Dana BOS di sekolah kami digunakan untuk | “Penggunaan dana BOS disesuaikan dengan RKAS
BOS? pembayaran hononer, pembelian buku pelajaran, | yang telah dibuat, jika kegiatan tidak tercantum
pembayaran lisstrik dan air, pelatihan guru serta | dalam RKAS maka tidak bisa dibayarkan.Sebagai
membiayai kegiatan operasional sekolah seperti : | bendahara saya bertugas mencairkankan uang di
penerimaan peserta didik baru, kegiatan | bank dan membayarkannya kepada yang berhak, jika
pembelajaran, ujian sekolah, dan operasional | tidak sesuai dengan RKAS dan petunjuk teknis maka
lainnya. Intinya dana BOS itu gunakan sesuai | saya tidak akan membayar”.
dengan pedoman” (Informan : Bendahara SD N 1 Nunukan Selatan).
(Informan : Kepala Sekolah SD N 1 Nunukan
Selatan). “Kami selalu mengingatkan kepada manajemen
BOS sekolah agar dalam penggunaan dananya tidak
“Menurut saya semua sekolah yang menerima | menyimpang dari RKAS dan Petunjuk Teknis BOS
BOS sama dalam menggunakan dananya karena | 2017, hasilnya seperti yang kita lihatlah proses
sudah ada aturannya, kalau di sekolah kami dana | belajar mengajar berjalan baik, guru-guru honorer
BOS kami gunakan untuk pembayaran hononer, | tidak ada yang tidak menerima gaji, buku-buku
pengembangan perspustakaan, langganan listrik, | pelajaran lumayan lengkap, dll. Penggunan BOS di
telepon dan air, pelatihan guru serta membiayai | SMP 1 ini sudah sesuai dengan peruntukannya, tidak
kegiatan estra kurikuler, penerimaan peserta didik | ada  yang  berani  macam-macam  dalam
baru, kegiatan pembelajaran, dan ujian sekolah”. penggunaannya karena pengawasannya ketat sekali”.
(Informan : Kepala SMP N 1 Nunukan). (Informan : Komite SMP N 1 Nunukan).
5 | Bagaimana “Sudah menjadi kewajiban kami untuk membuat | “Sebagai bendahara saya yang paling banyak harus

pertanggungjawaban BOS 7

pertanggungjawaban atas dana BOS yang
diterima, pertanggungjawaban ini menjadi sebuah
syarat  pencairan dapa BOS  triwulan
berikutnya.Pada  prinsipnya semua  bentuk

membuat pertanggungjawaban khususnya terkait
dengan pembukuan, semua pembukuan yang
diminta sebagaimana ketentuan pedoman teknis
BOS sudah dibuat sesuai dengan kaidah pembukuan
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Jawaban/Keterangan

No Pertanyaan Wawancara Informan Kunci Informan Pendukung
pertanggungjawaban sudah kami buat sesuai| yang benar”.
dengan ketentuan dalam petunjuk teknis, kami | (Informan : Bendahara SD N 1 Nunukan Selatan).
menyadari pertanggungjawaban yang kami buat
belum sepenuhnya seuai dengan standar karena | “Sesuai dengan standar akuntansi maka setiap
SDM kami terbatas khususnya yang kompeten | transaksi wajib kami catat dan bukukan, sebagai
dibidang keuangan”. bendahara sayabertanggungjawab khususnya terkait
(Informan : Kepala SD N 1 Nunukan Selatan). dengan pembukuan, apabila pertanggungjawaban ini

belum selesai maka akan menghambar pencairan

“Dalam rangka memenuhi kriteria akuntabilitas | dana BOS triwulan berikutnya®
penggunaan dana BOS, kami berkewajiban | (Informan : Bendahara SMP N 1 Nunukan)
membuat pertanggungjawaban berupa pencatatan
dan pembukuan transaksi serta pelaporan realisasi
fisik dan keuangan. Dengan keterbatassan sdm
yang kompeten kami ftetap berusaha untuk
menyajikan dokumen administrasi keuangan
dengan sebaik-baiknya”
(Informan : Kepala SMP N 1 Nunukan).

B |EVALUASI KEBIJAKAN

1. | Kriteria Efektivitas

a. Sejauhmana pelaksanaan “Setelah adanya BOS, sekolah tidak mengalami “Sebagai orang tua murid sangat berterima kasih

program bos mencapai tujuan
untuk membebaskan biaya
pendidikan dan membantu
operasional sekolah ?

kesulitan terkait dengan beban biaya operasional,
diamping itu juga sarana prasarana penunjang yang
dibutuhkan dalam pembelajaran dapat tersedia baik
jumlah maupun mutunya, para tenaga pendidik
honorer juga terlihat lebih aktif karena jaminan
mendapatkan honornya jelas, dan yang lebih
merasakan keuntungan dari BOS adalah para
peserta didik karena sudah tidak ada lagi pungutan
alias sekolah gratis” (Informan : Kepala SDN 1

dengan adanya BOS ini, orang tua tidak lagi
berbipikir bagaimana membayar biaya sekolah,
kalupun ada tidak seberapa paling-paling hanya
sekedar patungan membeli apa diluar biaya yang
ditanggung BOS.

(Informan : Komite SD N | Nunukan Selatan).

“Sebagai orang tua murid sangat bersyukur dengan
adanya BOS ini, anak-anak bias fokus belajar tanpa
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Nunukan Selatan). beban berpikir terkait dengan biaya sekolah, beban
kami sebagai orang tua juga sudah tidak terlalu berat
“Dengan adanya BOS, tidak ada lagi pungutan | soal biaya anak sekolah, saya melihat fasilitas
biaya operasional bagi peserta didik hal ini sesuai | sekolah juga lebih lengkap dibandingkan dulu-dulu.
dengan petunjuk teknis BOS, kegiatan belajar | (Informan : Komite SMP N 1 Nunukan Selatan).
mengajar juga lebih efektif karena ditunjang dengan
fasilitas pembelajaran yang memadai yang
bersumber dari dana BOS, tidak ada lagi guru honor
yang tidak dapat gaji, kegiatan ekstra kurikuler juga
dapat diselenggarakan dengan baik”
(Informan : Kepala SMP N 1 Nunukan).

b. Bagaimana realisasi Rencana | “Realisasi Fisik dan keuangan berdasarkan RKAS | “Dari setiap tahunnya serapan dana Bos berdasarkan
Kegiatan dan Anggaran BOS untuk 3 tahun terakhir ini cukup baik di atas | RKAS di sekolah kami sudah sangat baik, karena
Sekolah ? 90%, untuk detailnya silahkan dilihat pada laporan | BOS ini program utama nasional jadi mekanisme

realisasi fisik keuvangan Th. 2015, 2016, dan 2017 | pencairannya pun tidak rumit”.
per triwulan II” (Informan :Bendahara SD N 1 Nunukan Selatan).
(Informan : Kepala SD N 1 Nunukan Selatan).
“Anggaran RKAS dana Bos di sekolah kami setiap

“Untuk realisasi fisik dan keuangan sesuai dengan | tahunnya sudah terealiasi sangat baik sesuai rencana
RKAS BOS selaman 3 tahun terakhir ini sangat | dan semua kegiatan juga sudah sesuai dengan
baik, kegiatan selesai semua, untuk lebih jelaskan | RKAS”,
nanti silahkan baca pada laporan yang kami buat | (Informan :Bendahara SMP N 1 Nunukan Selatan).
setiap tahuhnnya”
(Informan : Kepala SMP N 1 Nunukan).

2. | Kriteria Efisiensi

a. Sejauh mana upaya sosialisasi | “Sosialisasi sudah kami selenggarakan melalui | “Sebagai ketua komite, saya beberapa kali pernah ikut
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yang dillakukan ?

sebuah forum pertemuan yang dihadiri oleh
beberapa pihak, diantaranya pihak manajemen
sekolah, komite sekolah, perwakilan orang tua
peserta didik, dan stakeholder lainnya. Sosialisasi
ini diselenggarakan diseluruh jenjang pendidikan
se Kabupaten Nunukan sesuai dengan ketentuan
petunjuk teknis BOS, narasumber sosialisasi
berasal dari Dinas Pendidikan Kabupaten dan
Provinsi”

(Informan : Kadindikbud Nunukan).

“Sesuai ketentuan pedoman teknis BOS, sosialisasi
kami laksanakan baik melalui forum pertemuan
mapun dengan pemasangan spanduk sekolah
gratis, yang menjelaskan bahwa sekolah kami
menyelenggarakan BOS sebagaimana kewajiban
yang ada dalam Juknis, dengan adanya sosialisasi
ini masyarakat dapat melihat bahwa di sekolah ini
sudah tidak dipungut biaya lagi jika ingin
bersekolah, hal lain yang kami lakukan adalah
anjangsana yakni mengunjungi para orang tua jika
kami mengetahui ada anaknya yang sudah cukup
umur untuk bersekolah namun belum bersekolah,
dan kemudian kami memberikan pengertian dan
mengajak anaknya untuk bersekolah”.

(Informan : Kepala SMP N 1 Nunukan).

sosialiasi BOS baik yang diselenggarakan oleh Dinas
Kabupaten maupun pihak sekolah, termasuk pada saat
penggajian ada salah satu guru yang menyampaikan
terkait program BOS”

(Informan : Komite SD N | Nunukan Selatan).

“Sosialisasi BOS ini sangat inten dilakukan kalau
menurut saya, pertama saya ikut sosialisasi yang
diselenggarakan Dinas Pendidikan, kemudian di
seckolah juga saya lihat spanduk yang bertuliskan
Sekolah Gratis tidak dipungut biaya, pada forum rapat
RT juga disosialisasikan kebijakan BOS”

(Informan : Komite SMP N 1 Nunukan Selatan).

Bagaimana proses
pengawasanpenyaluran dan
pengelolaan dana BOS ?

“Pengawasan BOS dilakukan secara berlapis,
mulai dari pengawan internal oleh Dinas
Pendidikan dan Inspektorat, kemudian pengawasan

“Kami sebagai Komite Sekolah juga turut mengawasi
penggunaan dana BOS, selain itu juga kami menjadi
obyek pengawasan dari pengawas jika terjadi
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ekternal dari BKP dan BPK, serta pengawasan | permasalahan dan penggunaan dan pengelolaan dana
masyrakat oleh komite sekolah mapun masyarakat | BOS” .
luas, dan khusus Tahun 2017 kita menggandeng | (Informan : Bendahara SD N 1 Nunukan Selatan).
Kejaksaan dalan hal pengawasan”
(Informan : Kadindikbud Nunukan). “Sebagai bendahara sekolah, kami yang paling
sering diawasi, terkadang pengawasan inspektorat
“Penggunaan dan BOS ini diawasi oleh banyak | belum selesasi datang BPK, pokoknya mumet Pak”.
intitusi/lembaga dan masyarakat luas, pokoknya | (Informan : Bendahara SDN 1 Nunukan Selatan).
berlapis-lapis, belum selesai satu lembaga
melakukan pengawasan dan evaluasi datang
lembaga lain dengan kepentingan yang sama®
(Informan : Kepala SMP N 1 Nunukan).
3. |Kriteria Kecukupan
a. Bagaimana perbandingan “Kalau dilihat dari besaran nilai, memang dana | “Menurut saya, dan BOS yang diterima saat ini
antara penyediaan dana dengan | yang kami terima cukup besar, dimana kami | belum mencukupi kebutuhan operasional sekolah,
kebutuhan biaya untuk mendapatkan dana BOS 1,3 milyar lebih, namun | sudah semestinya untuk tahun berikutnya harus

penyelenggaraan pendidikan ?

dengan banyaknya program atau kegiatan sekolah
seperti  kegiatan pembelajaran, perlombaan,
kegiatan ekstrakurikuler, penyediaan ATK dan
honorarium guru, dana tersebut hampir setiap
tahunnya terpakai dan habis, tetapi dana yang
sudah ada menurut saya belum mencukupi.
(Informan : Kepala SMP N 1 Nunukan).

“Tahun ini kami menerima dana BOS kurang lebih
364 juta, melihat dari pengalaman tahun
sebelumnya dana itu selalu habis dibelanjakan,
tetapi masih banyak kegiatan sekolah yang belum
tercover pembiayaan, oleh karena itu menurut saya
besaran Dana BOS untuk selanjutnya dapat

ditingkatkan”
(Informan : Komite SD N 1 Nunukan Selatan).

“Soal besaran dana sebenarnya cukup gak cukup ya
harus dicukup-cukupin, namun demikian untuk
menunjang pendidikan yang bermutu ya menurut
saya dana BOS perlu penambahan™

(Informan : Komite SMP N 1 Nunukan Selatan).
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siswa-siswi yang kurang
mampu dalam mendapatkan
bantuan pendidikan ?

siswa miskin kepada siswa yang didasarkan pada
hasilpendataan sebelumnya, baik itu berupa
bantuan dana maupun bantuan seragam dan alat
tulis menulis, tetapi karena mengingat jumlah
siswa miskin di sekolah kami tidak seedikit maka
belum semua siswa miskin itu menerima bantuan,
jadi kami berikan secara bertahap per tahun
biasanya kami membelikan mereka baju seragam
dan alat tulis menulis mereka saja.

(Informan : Kepala SMP N 1 Nunukan).

Jawaban/Keterangan
No Pertanyaan Wawancara Informan Kunci Informan Pendukung
ditingkatkan disamping itu perlu perluasan
penggunaan dana BOS dalam Juknis sehingga
dapat digunakan untuk kegiatan fisik seperti rehab
bangunan dan fasiltas pendukung lainnya, kalau
berharap APBD, berat apalagi kondisi saat ini yang
sedang terjadi badai defisit”.
(Informan : Kepala SD N 1 Nunukan Selatan).
4. | Kriteria Perataan
a. Bagaimana tingkat perlakuan “Semua peserta didik kita layani dan fasilitasi | “Menurut saya pelayanan pembelajaran di SD N 1
terhadap pelajar dalam proses | dalam proses pembelajaran, tidak kita beda- { Nusa ini tidak membeda-bedakan antara anak orang
layanan pembelajaran ? bedakan, mau dia kaya, miskin, dsb tetap kita | kaya atau miskin, pejabat atau oraang biasa, semua
perlakukan sama” sama”
(Informan : Kepala SMP N 1 Nunukan). (Informan : Komite SD N 1 Nunukan Selatan),
“Dalam proses pemberian pelayanan pembelajaran | “Tidak... menurut saya tidak ada perbedaan
di sekolah kami tidak pandang bulu, semua peserta | perlakukan di sekolah ini, semua pelajar diperlakukan
didik mendapat akses pelayanan yang sama”. sama dalam memperoleh pembelajaran”
(Informan : Kepala SD N 1 Nunukan Selatan). (Informan : Komite SMP N 1 Nunukan Selatan).
b. Sejauhmana kesempatan “Setiap tahunnya kami menganggarkan bantuan | “Perhatian terhadap pelajar kurang mampu disekolah

ini sudah cukup baik, walau dengan dana terbatas
tetapi masih mampu member bantuan berupa seragam
dan alat tu;is kepada pelajar kurang mampu ” .
(Informan : Bendahara SD N | Nunukan Selatan).

“Pelajar kurang mampu di sekolah ini juga mendapat
bantuan berupa alat tulis dan baju seragam meskipun
tidak setiap tahun, yang jelas ada perhatian lah”.
(Informan : Bendahara SD N 1 Nunukan Selatan).




43309.pdf
143

No

Pertanyaan Wawancara

Jawaban/Keterangan

Informan Kunci

Informan Pendukung

“Disekolah kami juga menyediakan bantuan
pendidikan buat anak-anak kurang mampu,
biasanya berupa dana atau dalam benfuk seragam
sekolah atau alat tulis, karena jumlah terbatas
biasanya kami bagi rata”

(Informan : Kepala SD N 1 Nunukan Selatan).

Kriteria Responsivitas

Bagaimana tingkat kepuasan
masyarakat atas Dana BOS ?

“Secara umum saya rasa kebijakan BOS sangat
membantu para orang tua, karena orang tua sudah
tidak harus memikirkan biaya yang harus mereka
keluarkan dalam menyekolahkan anaknya, jadi saya
rasa program ini sangat membantu, dan orang tua
cukup puas dengan adanya program ini.

(Informan : Komite SD N 1 Nunukan Selatan),

“Dengan adanya kebijakan BOS para orang tua sudah
merasa puas dan senang karena sudah terbantu soal
pembiayaan sehingga dapat menyekolahkan anaknya,
Zaman dulu kalau dulu orang tua yang banyak
anaknya sangat kesusahan jika harus menyekolahkan
semua anaknya karena masalah biaya, namun
sekarang lebih ringan biaya yang harus ditanggung
orang tua” '

(Informan : Komite SMP N 1 Nunukan Selatan).

Bagaimana dampak yang
dirasakan atas adanya Dana
BOS ?

“Sebagai guru honorer kami merasa bersyukur
dengan BOS, honor kami lancar diterima setiap
bulan, jadi kami bisa lebih konsentrasi untuk
memberikan pembelajaran kepada pelajaran tidak
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berpikir lagi kalau bulan depan tidak gajian gemana
harus mendapatkan uang untuk kebutuhan hidup .
(Informan ;:Guru Honorer SMP N 1 Nunukan).
“Dengan adanya BOS beban orang tua pelajar terkait
biaya sekolah sudah tidak terlalu berat, sehingga uang
yang seharusnya untuk biaya sekolah dapat
digunakan untuk modal usaha”.
(Informan :Komite SD N 1 Nunukan Selatan).
6. |Kriteria Ketepatan
a. Bagaimana peningkatan angka | “Alkhamdulillah... sejak adanya BOS, animo | “Saya melihat partisipasi orang tua dalam
partisipasi sekolah ? orang tua dalam menyekolahkan anak sangat besar, | menyekolahkan anak semakin besar sejak adanya
hal ini tampak pada saat penerimaan peserta didik | BOS, dilingkungan kami tinggal saya perhatikan
baru sekolah kami selalu dibanjiri calon pelajar | tidak ada sudah anak-anak usia sekolah yang tidak
yang mendaftar berbeda dengan sebelum adanya | sekolah”
BOS” {(Informan : Komite SD N 1 Nunukan Selatan).
(Informan : Kepala SMP N 1 Nunukan).
“Kalau dulu saya perhatikan setiap ruang kelas ada
“Sejak adanya BOS, rombel sekolah kami siapkan | saja bangku sekolah yang kosong, tetapi sejak ada
untuk peserta didik baru selalu penuh bahkan | BOS, hamper semua ruang terisi penuh pelajar, ini
banyak yang tidak tertampung sehingga harus | artinya angka partisipasi sekolahnya meningkat”
menambah ruang baru”. (Informan : Komite SMP N 1 Nunukan Selatan).
(Informan : Kepala SD N 1 Nunukan Selatan).
b. Bagaimana penurunan jumlah | “Di sekolah kami hampir tidak ada peserta didik | “Menurut saya, sudah tidak ada lagi anak-anak putus

siswa-siswi putus sekolah ?

yang berhenti sekolah gara-gara biaya pendidikan,
kalaupun ada yang berhenti sekolah biasanya
disebabkan masalah lain, seperti sakit, atau
kecelakaan karena pergaulan bebas sehingga mesti
dikawinkan.

sekolah gara-gara gak punya biaya, sekolah kan gratis
sudah, orang tua tinggal kasih uang jajan saja” .
(Informan :Komite SD N 1 Nunukan Selatan).

“Sepengetahuan saya gak ada lagi anak-anak putus
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(Informan : Kepala SMP N 1 Nunukan). sekolah akibat tidak punya biaya, yang ada anak
berhenti sekolah karena terpaksa dikawinkan”,
“Kalau di sekolah kami yang putus sekolah karena | (Informan : Bendahara SD N 1 Nunukan Selatan).
biaya sekolah sudah tidak ada, kalaupun ada itu )
karena alasan lain seperti sakit”
(Informan : Kepala SD N 1 Nunukan Selatan).
C | PERMASALAHAN
PROSEDURAL
1 | Masih sering terjadi “Penyaluran dana BOS ke sekolah sudah sesuai | “Masalah utama yang sering menyebabkan
keterlambatan penyaluran jadwal khususnya untuk SD N 1 Nunukan Selatan | keterlambatan penyaluran dana disebabkan oleh
dana BOS ke beberapa dan SMP N 1 Nunukan, memang ada beberapa | terlambatnya penyerahan laporan oleh sekolah,
Sekolah sekolah yang mengalami keterlambatan hal ini | keterlambatan penyerahan laporan ini disebabkan
disebabkan oleh keterlambatan penyerahan laporan | oleh kemampuan SDM manajemen BOS sekolah
realisasi keuangan triwulan sebelumnya sehingga { dalam administrasi keuangan yang masih kurang”
pencairan dana untuk triwulan berjalan menunggu | (Informan : Manajer BOS / Sekretaris Disdikbud
laporan diserahkan” Nunukan).
(Informan : Kepala Disdikbud Nunukan)
2 | Masih terdapatnya saldo sisa “Setiap akhir tahun anggaran kami melakukan | “Di sekolah kami (SD N 1 Nunukan Selatan) untuk

dana yang belum digunakan
pada rekening bendahara dana
BOS di sekolah

pemeriksaan internal, memang masih terdapat
beberapa sekolah yang saldo anggarannya pada
akhir tahun masih ada dan belum digunakan,
sebagian besar saldo anggaran berupa kelebihan
pagu dalam penyusunan RKAS sehingga sisanya
tidak bisa digunakan kecuali RKAS dirubah, selain
itu juga terdapat sisa angparan yang memang
betul-betul kegiatan tidak dilaksanakan dengan
alasan waktunya mepet, nilai satuannya tidak
sesuai, dsb”

(Informan : Kepala Disdikbud Nunukan).

anggaran dana BOS 2016 hingga akhir tahun
memang ada sisa anggaran dalam rekening sekolah,
ada kegiatan yang hingga akhir tahun belum selesai
sehingga tidak kami bayarkan, disamping itu juga
karena penghematan beberapa item pekerjaan”
(Informan ; Kepala SD N 1 Nunukan selatan).

“Untuk SMP N 1 Nunukan dana BOS 2016 hingga
akhir tahun memang ada sisa anggaran dalam
rekening sekolah, tetapi sisa anggaran tersebut hanya
berupa kelebihanan pagu anggaran (penghematan
belanja)”
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(Informan : Kepala SMP N 1 Nunukan),

3 Laporan realisasi anggaran “Standanr pelaporan anggaran BOS ditetapkan | “Tidak dimaksukkan laporan realisasi BOS per
tidak mencantumkan oleh Pemerintah Pusart, sehingga ada perbedaan | klasifikasi belanja ini sudah sesuai Jukni BOS Pusat,
klasifikasi jenis belanja standard akuntasi dengan Pemda. Yang dijadikan | namun  demikian ketika dikonsolidasi dengan

acuan oleh majemen BOS adalah Juknis dari | SIMDA Nunukan terjadi tidak sinkron karena
Kemendiknas, ketika dilakukan konsolidasi dengan | SIMDA memuat realisasi anggaran sampai detail
sistem pelaporan keuangan daerah maka tidak | rincian belanja”

sinkron” (Informan : Manajer BOS/ Sekretaris Disdikbud
{Informan ; Kepala Disdikbud Nunukan). Nunukan).

D | FAKTOR-FAKTOR
PENDUKUNG DAN
PENGHAMBAT
PENYELURAN DAN
PENGELOLAAN BOS

Faktor apa saja yang menjadi
pendukung pelaksanaan BOS ?

“Menurut saya faktor yang sangat mendukung
keberhasilan = pelaksanaan  kebijakan = BOS
diantaranyaadalah : Komunikasi yang efektif antar
stakeholder terkait dimana saat ini komunikasi
semakin mudah tidak ada batasan waktu dan jarak
dengan media komunikasi yang ada saat ini,
komitmen dan kerjasama yang kuat pihak
Manajemen seckolah juga menjadi pendukung
keberhasilan BOS”

(Informan : Kadindikbud Nunukan)

“Kalau saya mengamati faktor yang mendukung
keberhasilan pelaksanaan kebijakan adalah jiwa
kerjasama yang dimiliki para guru dan staf
adminitrasi sekolah serta substansi kebijakan BOS

“Kalau menurut saya, kerjasama menjadi faktor
pendukung  keberhasilan  pelaksanaan  BOS,
disamping itu juga kejelasan pedoman teknis BOS™
(Informan :Komite SD N 1 Nunukan Selatan)

“Menurut saya, faktor pendukung keberhasilan BOS
yang paling utama adalah komitmen dari manajemen

BOS, kalau komitmennya kuat insyaallah
pelaksanaan BOS akan lancar, tidak ada
penyimpangan”,

(Informan : Komite SMP N 1 Nunukan)
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yang memang berpihak ke masyarakat dalam
mengatasi masalah terkait biaya pendidikan”.
(Informan : Kepala SD N 1 Nunukan Selatan)
2 |Faktor apa saja yang menjadi | “Menurut saya faktor yang menghambat | “Kalau menurut saya, peranserta orangtua peserta

penghambat pelaksanaan
BOS ?

keberhasilan pelaksanaan kebijakan BOS di
Nunukan diantaranya adalah :Keterbatasan
sumberdaya manusia yang kompeten dibidang
administrasi keuangan dan informasi teknologi,
Sarana pendukung sekolah yang terbatas
(komputer, jaringan internet, media penyebaran
informasi), dan peran serta orang tua murif yang
kurang aktif khususnya dalam perencanaan dan
pengawasan”

(Informan : Kadindikbud Nunukan})

“Kalau saya mengamati faktor yang menghambat
keberhasilan pelaksanaan kebijakan BOS adalah
terbatasnya sarana sekolah dan terbatasnya guru
dan tenanag administrasi yang menguasi
administrasi keuangan dengan baik”.

(Informan ; Kepala SMP N 1 Nunukan)

didik yang masih belum aktif menjadi faktor
penghambat keberhasilan pelaksanaan BOS, kami
sebagai bagian dari Komite sekolah sudah berusaha
memberikan edukasi dan sosialisasi ke mereka,
namun samapai saat ini peransertanya belum tampak”
(Informan : Komite SD N 1 Nunukan Selatan)

“Menurut saya, faktor pendukung penghambat
keberhasilan BOS yang paling utama ketersediaan
sarana sekolah dan SDM yang belum memadai dalam
pengelolaan BOS, mestinya pengelola BOS di
sekolah ditangani oleh orang professional selain guru
sehingga tidak mengganggu aktivitas pembelajaran”.
(Informan : Komite SMP N 1 Nunukan)
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